SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG

PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC
POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN

Menimbang

a.

PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia,
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan wuntuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial;

bahwa pada tanggal 23 Mei 2001 Pemerintah Indonesia
ikut serta menandatangani Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm
tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten), yang
bertujuan melindungi kesehatan manusia dan
lingkungan hidup dari bahan pencemar organik yang
persisten;

bahwa  berdasarkan Konvensi Stockholm, telah
teridentifikasi 12 bahan yang dikategorikan sebagai
bahan pencemar organik yang persisten yang sangat
berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan
hidup;

bahwa sejumlah bahan pencemar tersebut masih
ditemukan di Indonesia sehingga perlu dilakukan
pengelolaan yang berwawasan lingkungan terhadap
timbunan residu bahan pencemar organik yang
persisten, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap
peredaran bahan pencemar organik yang persisten dan
pencegahannya,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu mengesahkan Stockholm Convention on Persistent
Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan
Pencemar Organik yang Persisten) dengan Undang-
Undang;
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Mengingat

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20,
dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN STOCKHOLM
CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS
(KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR
ORGANIK YANG PERSISTEN).

Pasal 1

Mengesahkan Stockholm Convention on Persistent Organic
Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar
Organik yang Persisten) yang salinan naskah aslinya dalam
bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..



Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Peraturan Perundang-undangan,

Bigman T. Simanjuntak



L.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG
PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC
POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN
PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN)

UMUM

1. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam beberapa dekade terakhir ini masyarakat dunia telah secara luas
mengembangkan 100.000 bahan kimia sintetis yang digunakan untuk
mengendalikan  penyakit, meningkatkan produksi pangan, dan
memberikan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Angka tersebut
belum termasuk pertambahan sekitar 1.500 bahan kimia baru setiap
tahunnya. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan perubahan pola
perilaku ekonomi berbasis karbohidrat (carbohydrate-based economy) ke
arah pola perilaku ekonomi berbasis bahan kimia (chemical-based
economy).

Dari bahan kimia yang dihasilkan tersebut, ada yang dikategorikan
sebagai bahan pencemar organik yang persisten (persistent organic
pollutants) atau lebih dikenal dengan POPs. POPs memiliki sifat beracun,
sulit terurai, bioakumulasi dan terangkut, melalui udara, air, dan spesies
berpindah dan melintasi batas internasional serta tersimpan jauh dari
tempat pelepasan, tempat bahan tersebut berakumulasi dalam ekosistem
darat dan air. Sifat-sifat tersebut harus diwaspadai mengingat dampaknya
terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Sebagian besar
masyarakat Indonesia belum mengetahui dampak negatif bahan pencemar
organik yang persisten terhadap lingkungan hidup dan kesehatan
manusia khususnya kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

Menurut Konvensi Stockholm, POPs terdiri atas tiga kategori yaitu:

a. pestisida berupa: Dichloro-diphenyl-trichloroethane (DDT), Aldrin,
Endrin, Dieldrin, Chlordane, Heptachlor, Mirex, dan Toxaphene;

b. bahan kimia industri berupa: Polychlorinated biphenyl (PCB) dan
Hexachlorobenzene (HCB); dan

c. produk yang tidak sengaja dihasilkan berupa Polychlorinated dibenzo-
p-dioxins (PCDD), Polychlorinated dibenzofurans (PCDF),
Hexachlorobenzene (HCB) dan Polychlorinated biphenyl (PCB).
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Mengingat dampak negatif terhadap penggunaan bahan POPs tersebut,
banyak negara di dunia terdorong untuk menyepakati Konvensi
Stockholm.

Menyadari akan risiko bahan POPs bagi kesehatan manusia dan
lingkungan hidup, maka pada bulan Februari 1997 United Nations on
Environmental Programme (UNEP) memutuskan penyusunan pengaturan
mengenai POPs. Keputusan tersebut ditindaklanjuti dalam Sidang World
Health Organization (WHO) yang menerima pengaturan mengenai POPs
pada bulan Mei 1997. Selanjutnya, pada bulan Juni 1998 Komisi Antar-
Pemerintah memutuskan pengaturan mengenai POPs agar ditingkatkan
menjadi suatu konvensi. Pada tanggal 23 Mei 2001, sebanyak 151 negara
termasuk Indonesia, menandatangani Stockholm Convention on Persistent
Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik
yang Persisten). Konvensi Stockholm mulai berlaku (entry into force) pada
tanggal 17 Mei 2004.

Konvensi Stockholm bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan
lingkungan hidup dari bahan POPs dengan cara melarang, mengurangi,
membatasi produksi dan penggunaan, serta mengelola timbunan bahan
POPs yang berwawasan lingkungan.

. Manfaat mengesahkan Konvensi Stockholm bagi Indonesia

Dengan mengesahkan Konvensi Stockholm, Indonesia mengadopsi
berbagai ketentuan Konvensi tersebut sebagai sistem hukum nasional
untuk dijabarkan dalam kerangka peraturan dan kelembagaan sehingga
dapat:

a. mendorong Pemerintah untuk mengembangkan peraturan nasional
dan kebijakan serta pedoman teknis mengenai pengelolaan bahan
POPs;

b. mempersiapkan kapasitas Daerah untuk mengelola timbunan residu
bahan POPs dan melakukan pengawasan dan pemantauan bahan
POPs;

c. mengembangkan kerja sama riset dan teknologi terkait dengan
dampak bahan POPs sesuai dengan Best Available Techniques (BAT)
dan Best Environmental Practices (BEP) yang disusun oleh Konvensi
berdasarkan keputusan Sidang Para Pihak atau Conference of the
Parties (COP);

d. mengembangkan upaya penggunaan bahan kimia alternatif yang
ramah lingkungan dalam proses produksi;

e. meningkatkan . . .



e. meningkatkan upaya untuk mengurangi emisi dioxin dan furan dalam
proses produksi;

f.  memperkuat upaya penegakan hukum berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atas bahan POPs yang dilarang;
dan

g. mengembangkan Rencana Penerapan Nasional atau National
Implementation Plan (NIP) untuk pelaksanaan Konvensi Stockholm di
Indonesia.

3. Materi Pokok

Konvensi Stockholm disusun berdasarkan prinsip hukum internasional,
yaitu bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk
mengeksploitasi sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan
lingkungan hidup dan pembangunannya serta mempunyai tanggung
jawab untuk menjamin bahwa kegiatan di dalam yurisdiksi atau
pengendaliannya tidak mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup
negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi nasional.

Konvensi Stockholm terdiri atas 30 (tiga puluh) pasal dan 6 (enam)
lampiran. Materi pokok Konvensi Stockholm mengatur hal-hal sebagai
berikut:

a. Tindakan untuk mengurangi dan/atau menghentikan pelepasan
bahan POPs dari produksi dan penggunaan secara sengaja (Pasal 3),
yaitu dengan:

1) menghentikan produksi dan penggunaan bahan POPs
sebagaimana tercantum dalam Lampiran A;

2) membatasi produksi dan penggunaan bahan POPs sebagaimana
tercantum dalam Lampiran B;

3) menjamin bahan POPs dalam Lampiran A atau Lampiran B
hanya diimpor untuk pembuangan yang berwawasan lingkungan
sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d, atau untuk penggunaan
dengan tujuan yang diizinkan berdasarkan Lampiran A atau
Lampiran B;

4) menjamin bahan POPs dalam Lampiran A yang produksi atau
penggunaannya mendapat pengecualian khusus atau bahan
POPs dalam Lampiran B yang produksi atau penggunaannya
mendapat pengecualian khusus atau untuk tujuan yang dapat
diterima dengan memperhatikan ketentuan terkait dengan
instrumen internasional mengenai pemberitahuan dini (prior
informed consent), hanya diekspor:

a) untuk . . .



a) untuk pembuangan yang berwawasan lingkungan;

b) ke negara yang diizinkan menggunakan bahan POPs dalam
Lampiran A atau Lampiran B; dan

c) ke negara bukan Pihak Konvensi yang telah mempunyai
sertifikat tahunan untuk mengekspor ke negara Pihak.

5) menjamin bahan POPs dalam Lampiran A yang produksi dan
penggunaan khusus tidak berlaku lagi bagi negara Pihak, tidak
diekspor kecuali untuk kepentingan pembuangan berwawasan
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
d Konvensi;

6) mengambil tindakan untuk:

a) mengatur pestisida baru atau bahan kimia industri baru
dengan tujuan  untuk  mencegah = produksi dan
penggunaannya dengan memperhatikan kriteria dalam
Lampiran D butir 1; dan

b) melakukan penilaian atas pestisida atau bahan kimia
industri yang sedang digunakan.

Tindakan tersebut di atas wajib dilakukan bagi negara Pihak

yang telah memiliki peraturan dan skema kajian untuk bahan

POPs;

7) menjamin bahwa produksi atau penggunaan berdasarkan
pengecualian khusus dilaksanakan dengan cara mencegah atau
meminimalisasi paparan terhadap manusia dan pelepasan ke
lingkungan.

Daftar pengecualian khusus (Pasal 4)

Daftar ini disusun guna mengidentifikasi negara Pihak yang telah
memperoleh pengecualian khusus yang tercantum dalam Lampiran A
atau Lampiran B. Setiap negara dapat mendaftar untuk satu atau
beberapa jenis bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran A atau
Lampiran B melalui notifikasi tertulis kepada Sekretariat dan
sewaktu-waktu dapat menarik diri dari daftar tersebut.

Tindakan untuk mengurangi dan/atau menghentikan pelepasan dari

produk yang tak-disengaja (Pasal 5), yaitu dengan:

1) mengembangkan dan melaksanakan Rencana Aksi (Action Plan)
dalam waktu dua tahun setelah Konvensi berlaku sebagai bagian
dari pelaksanaan NIP sebagaimana tercantum dalam Pasal 7
Konvensi. Rencana Aksi ini mencakup antara lain evaluasi
pelepasan bahan POPs dari sumber-sumber yang tercantum
dalam Lampiran C, strategi untuk memenuhi kewajiban Pasal 5
Konvensi dan langkah-langkah untuk meningkatkan pendidikan
dan pelatihan;

2) mempromosikan . . .



2) mempromosikan penerapan tindakan yang tersedia, layak dan
praktis untuk mengurangi pelepasan atau penghentian pelepasan
dari sumber POPs;

3) mempromosikan pengembangan dan penggunaan bahan
pengganti atau modifikasi bahan, produk dan proses untuk
mencegah pembentukan dan pelepasan bahan POPs yang
tercantum dalam Lampiran C;

4) mempromosikan penggunaan Teknik Tersedia yang Terbaik (Best
Available Techniques atau BAT) untuk sumber-sumber dalam
Lampiran C Bagian II. Negara Pihak wajib mempromosikan
pemakaian Praktik-praktik Lingkungan Hidup Terbaik (Best
Environmental Practices atau BEP);

5) mempromosikan penggunaan BAT dan BEP untuk sumber yang
ada dalam Lampiran C Bagian II dan sumber baru dalam
Lampiran C Bagian IIIl. Dalam melaksanakan BAT dan BEP
tersebut, negara Pihak harus mempertimbangkan pedoman
umum mengenai pencegahan dan tindakan pengurangan
pelepasan bahan POPs dalam Lampiran C.

Tindakan mengurangi atau menghentikan pelepasan dari timbunan

bahan POPs dan limbah (Pasal 6), yaitu dengan:

1) mengembangkan dan melaksanakan strategi identifikasi;

2) mengidentifikasi timbunan bahan yang terdiri atas atau yang
mengandung bahan POPs yang tercantum baik dalam Lampiran
A atau Lampiran B;

3) mengelola timbunan bahan POPs dengan cara yang aman,
efisien, dan berwawasan lingkungan;

4) mengambil tindakan yang diperlukan untuk melakukan
pengelolaan guna menghentikan pelepasan dan timbunan bahan
POPs serta limbah dengan menangani, mengumpulkan,
mengangkut, dan menyimpan dengan cara yang berwawasan
lingkungan; dan

5) mengembangkan strategi yang sesuai untuk mengidentifikasi
lokasi yang terkontaminasi oleh bahan POPs dalam Lampiran A,
Lampiran B, atau Lampiran C.

Rencana Pelaksanaan (Pasal 7).

Setiap negara Pihak wajib mengembangkan dan mengupayakan
pelaksanaan suatu rencana bagi pelaksanaan kewajibannya
berdasarkan Konvensi dan menyampaikan rencana pelaksanaan
kepada Sidang Para Pihak dalam waktu dua tahun sejak Konvensi
berlaku untuk Pihak tersebut. Sebagai pelaksanaan Pasal 7, setiap
negara Pihak wajib menyusun rencana pelaksanaan yang dituangkan
dalam NIP agar pelaksanaan Konvensi dapat diintegrasikan dengan
strategi pembangunan berkelanjutan. Para Pihak wajib mengkaji
ulang dan memperbarui NIP secara berkala sesuai yang diperlukan.

f. Pengajuan . . .



Pengajuan usul pencantuman bahan kimia dalam Lampiran A,
Lampiran B, dan Lampiran C kepada Sekretariat Konvensi sesuai
ketentuan dalam Lampiran D (Pasal 8).

Pertukaran informasi yang terkait dengan pengurangan atau
penghentian produksi, penggunaan, pelepasan bahan POPs dan
alternatif bahan POPs termasuk informasi yang terkait dengan risiko,
biaya ekonomi dan sosialnya (Pasal 9).

Sesuai dengan kemampuan, setiap negara Pihak wajib
mempromosikan dan memfasilitasi informasi publik, peningkatan
kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang bahan POPs (Pasal
10).

Sesuai dengan kemampuan, setiap negara Pihak wajib melakukan
penelitian, pengembangan dan pengawasan serta kerja sama
mengenai bahan POPs yang meliputi sumber dan pelepasan bahan
POPs ke dalam lingkungan hidup, pengaruh pelepasan bahan POPs
terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, serta dampak sosial,
ekonomi dan budaya (Pasal 11).

Bantuan teknis yang diberikan oleh para Pihak negara maju dan para
Pihak lainnya sesuai dengan kemampuannya, wajib meliputi bantuan
teknis untuk pengembangan kapasitas yang berkaitan dengan
pelaksanaan kewajiban Konvensi (Pasal 12).

Setiap negara Pihak wajib menyediakan dukungan keuangan sesuai
dengan kemampuannya dalam rangka mencapai tujuan Konvensi
berdasarkan rencana, prioritas, dan program nasional. Setiap negara
maju wajib menyediakan sumber keuangan baru dan tambahan
untuk memungkinkan para Pihak mnegara berkembang untuk
memenuhi kewajibannya dalam Konvensi (Pasal 13).

Setiap negara Pihak wajib melaporkan kepada Sidang Para Pihak
secara berkala sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh
Sidang Para Pihak berupa: 1) data statistik mengenai jumlah total
produksi, impor dan ekspor setiap bahan POPs yang tercantum dalam
Lampiran A dan Lampiran B atau perkiraan yang wajar dari data
tersebut; dan 2) daftar negara-negara yang telah mengimpor dan
mengekspor setiap bahan POPs tersebut (Pasal 15).

Konvensi . . .



Konvensi Stockholm terdiri dari 6 (enam) lampiran sebagai berikut:

1)

2)
3)
4)

S)
6)

Lampiran A berisi daftar sembilan bahan POPs yang dihentikan dan
ketentuan khusus mengenai penghentian penggunaan polychlorinated
biphenyls (PCBs);

Lampiran B berisi pembatasan penggunaan dichloro-diphenyl-
trichloroethane (DDT);

Lampiran C berisi pengurangan atau penghentian bahan POPs yang
diproduksi tak-disengaja (PCCD/PCDF, HCB, PCB);

Lampiran D berisi Persyaratan Informasi dan Penyeleksian Kriteria;
Lampiran E berisi Persyaratan Informasi Profil Risiko;

Lampiran F berisi Informasi Mengenai Pertimbangan Sosial-Ekonomi.

Peraturan Perundang-undangan Nasional yang Berkaitan dengan
Konvensi Stockholm.

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan
mendukung proses pelaksanaan Konvensi Stockholm. Peraturan
perundang-undangan nasional yang terkait, antara lain sebagai berikut:

a.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3815) jo Peraturan Pemerintah Nomor 85
Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

f. Peraturan . . .



f.  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4153).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya
dalam bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah salinan
naskah asli Convention dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5020



STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTARS
The Parties to this Convention,

Recognizingthat persistent organic pollutants possess toxiapgrties, resist
degradation, bioaccumulate and are transportedugfr air, water and migratory species,
across international boundaries and depositedréan ftheir place of release, where they
accumulate in terrestrial and aquatic ecosystems,

Aware ofthe health concerns, especially in developing trees) resulting from local
exposure to persistent organic pollutants, in palkér impacts upon women and, through
them, upon future generations,

Acknowledgingthat the Arctic ecosystems and indigenous comnasnare particularly
at risk because of the biomagnification of persisteganic pollutants and that contamination
of their traditional foods is a public health issue

Conscious ofhe need for global action on persistent organltugants,

Mindful of decision 19/13 C of 7 February 1997 of the Gaugy Council of the
United Nations Environment Programme to initiateernational action to protect human
health and the environment through measures whilthreduce and/or eliminate emissions
and discharges of persistent organic pollutants,

Recalling the pertinent provisions of the relevant interoa#il environmental
conventions, especially the Rotterdam ConventiorthenPrior Informed Consent Procedure
for Certain Hazardous Chemicals and Pesticidesntarhational Trade, and the Basel
Convention on the Control of Transboundary Movemerit Hazardous Wastes and their
Disposal including the regional agreements developéhin the framework of its Article 11,

Recalling alsothe pertinent provisions of the Rio Declaration Bnvironment and
Development and Agenda 21,

Acknowledgingthat precaution underlies the concerns of all Beeties and is
embedded within this Convention,

Recognizingthat this Convention and other international agreets in the field of
trade and the environment are mutually supportive,

Reaffirmingthat States have, in accordance with the ChaftiégredUnited Nations and
the principles of international law, the sovereigght to exploit their own resources
pursuant to their own environmental and developaigmlicies, and the responsibility to
ensure that activities within their jurisdiction eontrol do not cause damage to the
environment of other States or of areas beyondirtiies of national jurisdiction,

Taking into accounthe circumstances and particular requirements eMelbping
countries, in particular the least developed amthregn, and countries with economies in
transition, especially the need to strengthen thaironal capabilities for the management of
chemicals, including through the transfer of tedbgy, the provision of financial and
technical assistance and the promotion of coomeraimnong the Parties,




Taking full account othe Programme of Action for the Sustainable Depelent of
Small Island Developing States, adopted in Barbatd® May 1994,

Noting the respective capabilities of developed and apwed) countries, as well as the
common but differentiated responsibilities of Ssats set forth in Principle 7 of the Rio
Declaration on Environment and Development,

Recognizingthe important contribution that the private se@od non-governmental
organizations can make to achieving the reductiod/a elimination of emissions and
discharges of persistent organic pollutants,

Underlining the importance of manufacturers of persistent micg@ollutants taking
responsibility for reducing adverse effects caubgdtheir products and for providing
information to users, Governments and the publicttos hazardous properties of those
chemicals,

Conscious othe need to take measures to prevent adversdsetfegsed by persistent
organic pollutants at all stages of their life @ycl

Reaffirming Principle 16 of the Rio Declaration on Environmemd Development
which states that national authorities should ewoi@ato promote the internalization of
environmental costs and the use of economic ingnisy taking into account the approach
that the polluter should, in principle, bear thetoof pollution, with due regard to the public
interest and without distorting international trade investment,

EncouragingParties not having regulatory and assessment sshén pesticides and
industrial chemicals to develop such schemes,

Recognizingthe importance of developing and using environadgnsound alternative
processes and chemicals,

Determinedto protect human health and the environment froenhtarmful impacts of
persistent organic pollutants,

Have agreed as follows

Article 1

Objective

Mindful of the precautionary approach as set forthPrinciple 15 of the Rio
Declaration on Environment and Development, theabje of this Convention is to protect
human health and the environment from persistegdroc pollutants.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:
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(a) "Party" means a State or regional economicgnatigon organization that has
consented to be bound by this Convention and faclhwtine Convention is in force;
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(b) "Regional economic integration organization" meansorganization constituted
by sovereign States of a given region to whichmesmber States have transferred

competence
in respect of matters governed by this Conventiod which has been duly
authorized, in
accordance with its internal procedures, to sigtify, accept, approve or
accede to this
Convention;

(© "Parties present and voting" means Parties premmhicasting an affirmative or

negative vote.
Article 3

Measures to reduce or eliminate releases fromtiotead production and use

1 Each Party shall:
(@ Prohibit and/or take the legal and administeatheasures necessary to eliminate:

(i) Its production and use of the chemicals listadAnnex A subject to the
provisions of that Annex; and

(ii) Its import and export of the chemicals listedAnnex A in accordance with
the provisions of paragraph 2; and

(b) Restrict its production and use of the chensitisted in Annex B in accordance
with the provisions of that Annex.

2. Each Party shall take measures to ensure:
(@ That a chemical listed in Annex A or Annex Bnigorted only:

(i) For the purpose of environmentally sound digd@s set forth in paragraph
1 (d) of Article 6; or

(if) For a use or purpose which is permitted foattiParty under Annex A or
Annex B;

(b) That a chemical listed in Annex A for which apsoduction or use specific
exemption is in effect or a chemical listed in Arri for which any production or use
specific exemption or acceptable purpose is inaffeaking into account any relevant
provisions in existing international prior informednsent instruments, is exported only:

(i) For the purpose of environmentally sound disp@s set forth in paragraph
1 (d) of Article 6;

(i) To a Party which is permitted to use that cheah under Annex A or
Annex B; or

(i) To a State not Party to this Convention whibhs provided an annual
certification to the exporting Party. Such certifion shall specify the
intended use of the chemical and include a statethem, with respect to
that chemical, the importing State is committed to:

12



a. Protect human health and the environment byntaktie necessary
measures to minimize or prevent releases;

b.  Comply with the provisions of paragraph 1 ofiélg 6; and

C. Comply, where appropriate, with the provisiohgparagraph 2 of Part
Il of Annex B.

The certification shall also include any appropeiasupporting

documentation, such as legislation, regulatoryrimsents, or administrative
or policy guidelines. The exporting Party shalhsmit the certification to
the Secretariat within sixty days of receipt.

That a chemical listed in Annex A, for which prodiwn and use specific
exemptions are no longer in effect for any Pagynat exported from it except for the
purpose
of environmentally sound disposal as set fortharagraph 1 (d) of Article 6;

For the purposes of this paragraph, the term "StateParty to this Convention”
shall include, with respect to a particular cherhieaState or regional economic
integration
organization that has not agreed to be bound byCtirevention with respect to that
chemical.

Each Party that has one or more regulatory andsasent schemes for new

pesticides

or new industrial chemicals shall take measureseigulate with the aim of
preventing the
production and use of new pesticides or new indailst chemicals which,
taking into
consideration the criteria in paragraph 1 of Anmgxexhibit the characteristics of
persistent

organic pollutants.

Each Party that has one or more regulatory andsassnt schemes for pesticides
or
industrial chemicals shall, where appropriate, tak® consideration within these
schemes the
criteria in paragraph 1 of Annex D when conductaggsessments of pesticides or
industrial
chemicals currently in use.

Except as otherwise provided in this Conventiomageaphs 1 and 2 shall not
apply to
quantities of a chemical to be used for laborasmgle research or as a reference
standard.

Any Party that has a specific exemption in accoogawith Annex A or a
specific
exemption or an acceptable purpose in accordantk #wnnex B shall take
appropriate
measures to ensure that any production or use wsuddr exemption or purpose is
carried out
in a manner that prevents or minimizes human exgosund release into the
environment.
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For exempted uses or acceptable purposes ithatlve intentional release

into the
environment under conditions of normal use, sud¢base shall be to the minimum
extent

necessary, taking into account any applicable statsdand guidelines.
Article 4

Reaqister of specific exemptions

1. A Register is hereby established for the purpaiselentifying the Parties that have
specific exemptions listed in Annex A or Annex Bshall not identify Parties that make use
of the provisions in Annex A or Annex B that maydeercised by all Parties. The Register
shall be maintained by the Secretariat and shalviaédable to the public.
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2. The Register shall include:

(@ A list of the types of specific exemptions reproddcfrom Annex A and
Annex B;

(b) A list of the Parties that have a specific exempticted under Annex A or
Annex B; and

(c) Alist of the expiry dates for each registered #pmeexemption.

3. Any State may, on becoming a Party, by means aftdication in writing to the
Secretariat, register for one or more types of ifipeexemptions listed in Annex A or Annex
B.

4. Unless an earlier date is indicated in the Regisyea Party, or an extension is granted
pursuant to paragraph 7, all registrations of dgeekemptions shall expire five years after
the date of entry into force of this Conventionhwigéspect to a particular chemical.

5.  Atits first meeting, the Conference of the Parshall decide upon its review process
for the entries in the Register.

6.  Prior to a review of an entry in the Register, Baaty concerned shall submit a report to
the Secretariat justifying its continuing need fegistration of that exemption. The report
shall be circulated by the Secretariat to all Ra&rti The review of a registration shall be
carried out on the basis of all available informatiThereupon, the Conference of the Parties
may make such recommendations to the Party corccas@ deems appropriate.

7. The Conference of the Parties may, upon request fhee Party concerned, decide to
extend the expiry date of a specific exemptionafqreriod of up to five years. In making its
decision, the Conference of the Parties shall taleeaccount of the special circumstances of
the developing country Parties and Parties witmenues in transition.

8. A Party may, at any time, withdraw an entry frora fRegister for a specific exemption
upon written notification to the Secretariat. Twihdrawal shall take effect on the date
specified in the notification.

9.  When there are no longer any Parties registeredfparticular type of specific
exemption, no new registrations may be made wgpeet to it.

Article 5

Measures to reduce or eliminate releases from emiiehal production

Each Party shall at a minimum take the followingaswges to reduce the total releases
derived from anthropogenic sources of each of Hemgcals listed in Annex C, with the goal
of their continuing minimization and, where feasihlltimate elimination:

(a) Develop an action plan or, where appropriateggaonal or subregional action
plan within two years of the date of entry into derof this Convention for it, and
subsequently implement it as part of its implemeoaplan specified in Article 7, designed
to identify, characterize and address the rele&slkeochemicals listed in Annex C and to
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facilitate implementation of subparagraphs (b)eéd. (The action plan shall include the
following elements:

() An evaluation of current and projected releasesluding the development
and maintenance of source inventories and relests@ates, taking into
consideration the source categories identifiednnéx C;

(i) An evaluation of the efficacy of the laws apdlicies of the Party relating to
the management of such releases;

(i) Strategies to meet the obligations of thiggmaaph, taking into account the
evaluations in (i) and (ii);

(iv) Steps to promote education and training witgard to, and awareness of,
those strategies;

(v) A review every five years of those strategiad af their success in meeting
the obligations of this paragraph; such reviewdl sf@included in reports
submitted pursuant to Article 15;

(vi) A schedule for implementation of the actionap] including for the
strategies and measures identified therein;

(b) Promote the application of available, feasible anaictical measures that can
expeditiously achieve a realistic and meaningfevel of release reduction or source
elimination;

(¢) Promote the development and, where it deems apiateprequire the use of
substitute or modified materials, products and esses to prevent the formation and release
of the chemicals listed in Annex C, taking into sateration the general guidance on
prevention and release reduction measures in Aithexd guidelines to be adopted by
decision of the Conference of the Parties;

(d) Promote and, in accordance with the implementatredule of its action plan,
require the use of best available techniques far s@urces within source categories which a
Party has identified as warranting such actiortsraction plan, with a particular initial focus
on source categories identified in Part 1l of Anri@xin any case, the requirement to use best
available techniques for new sources in the categdisted in Part Il of that Annex shall be
phased in as soon as practicable but no laterfthanyears after the entry into force of the
Convention for that Party. For the identified categs, Parties shall promote the use of best
environmental practices. When applying best abde techniques and best environmental
practices, Parties should take into consideratimgeneral guidance on prevention and
release reduction measures in that Annex and goédebn best available techniques and best
environmental practices to be adopted by decisidheoConference of the Parties;

(e) Promote, in accordance with its action plan, the efsbest available techniques
and best environmental practices:

(i) For existing sources, within the source categotisted in Part [l of Annex
C and within source categories such as those inliPaf that Annex; and
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(i) For new sources, within source categories sagtihose listed in Part Il of
Annex C which a Party has not addressed under sadpagh (d).

When applying best available techniques and best@mmental practices, Parties should take
into consideration the general guidance on pregardnd release reduction measures in Annex
C and guidelines on best available techniques astdnvironmental practices to be adopted
by decision of the Conference of the Parties;

() For the purposes of this paragraph and Annex C:

(i) "Best available techniques" means the mostotiffe and advanced stage in
the development of activities and their methodepération which indicate
the practical suitability of particular techniques providing in principle the
basis for release limitations designed to prevemd, avhere that is not
practicable, generally to reduce releases of chailisted in Part | of
Annex C and their impact on the environment as alevhn this regard:

(i) "Techniques" includes both the technology used the way in which the
installation is designed, built, maintained, opedaand decommissioned;

(iii) "Available" techniques means those technigtlest are accessible to the
operator and that are developed on a scale tfwtsiimplementation in the
relevant industrial sector, under economically amedhnically viable
conditions, taking into consideration the costs addantages; and

(iv) "Best" means most effective in achieving athgeneral level of protection
of the environment as a whole;

(v) "Best environmental practices” means the agilan of the most
appropriate combination of environmental controbswes and strategies;

(vi) "New source"” means any source of which thestmttion or substantial
modification is commenced at least one year aftierdate of:

a. Entry into force of this Convention for the Rasbncerned; or
b. Entry into force for the Party concerned of ameadment to Annex C
where the source becomes subject to (revisions of this

Convention only by virtue of that amendment.

(g) Release limit values or performance standardg be used by a Party to fulfill its
commitments for best available techniques undserghragraph.

Article 6

Measures to reduce or eliminate releases from gileskand wastes

1. In order to ensure that stockpiles consistingpotontaining chemicals listed either in
Annex A or Annex B and wastes, including produatsl @rticles upon becoming wastes,
consisting of, containing or contaminated with @rmical listed in Annex A, B or C, are
managed in a manner protective of human healthfe@ndnvironment, each Party shall:
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(@) Develop appropriate strategies for identifying:

(i) Stockpiles consisting of or containing chenhsclisted either in Annex A or
Annex B; and

(i) Products and articles in use and wastes caimgjsof, containing or
contaminated with a chemical listed in Annex A, 1B

(b) Identify, to the extent practicable, stockpitemisisting of or containing chemicals
listed either in Annex A or Annex B on the basidlwé strategies referred to in subparagraph

(a);

(©) Manage stockpiles, as appropriate, in a safe,ieffi@and environmentally sound
manner. Stockpiles of chemicals listed eitheAimex A or Annex B, after they are no
longer allowed to be used according to any speeitemption specified in Annex A or any
specific exemption or acceptable purpose specifiefinnex B, except stockpiles which are
allowed to be exported according to paragraph 2rtfle 3, shall be deemed to be waste and
shall be managed in accordance with subparagraph (d

(d) Take appropriate measures so that such wastesdingl products and articles
upon becoming wastes, are:

(i) Handled, collected, transported and stored nneavironmentally sound
manner;

(i) Disposed of in such a way that the persisterganic pollutant content is
destroyed or irreversibly transformed so that thogy not exhibit the
characteristics of persistent organic pollutant®therwise disposed of in an
environmentally sound manner when destruction oreviersible
transformation does not represent the environmignpakferable option or
the persistent organic pollutant content is lowkirig into account
international rules, standards, and guidelinesludiog those that may be
developed pursuant to paragraph 2, and relevarbafjland regional
regimes governing the management of hazardous syaste

(i) Not permitted to be subjected to disposal @i®mns that may lead to
recovery, recycling, reclamation, direct reuse dteraative uses of
persistent organic pollutants; and

(iv) Not transported across international boundanméthout taking into account
relevant international rules, standards and guidsli

(e) Endeavour to develop appropriate strategiesdfmtifying sites contaminated by

chemicals listed in Annex A, B or C; if remediatiohthose sites is undertaken it shall be
performed in an environmentally sound manner.
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2. The Conference of the Parties shall cooperatgety with the appropriate bodies of the
Basel Convention on the Control of Transboundary&foents of Hazardous Wastes and
their Disposal to, inter alia

(@) Establish levels of destruction and irreversibénsformation necessary to ensure
that the characteristics of persistent organicupatits as specified in paragraph 1 of Annex D
are not exhibited;

(b) Determine what they consider to be the methodsdbastitute environmentally
sound disposal referred to above; and

(©) Work to establish, as appropriate, the concentidguels of the chemicals listed
in Annexes A, B and C in order to define the lowspstent organic pollutant content referred
to in paragraph 1 (d) (ii).

Avrticle 7

Implementation plans

1 Each Party shall:

(@ Develop and endeavour to implement a plan for thplementation of its
obligations under this Convention;

(b) Transmit its implementation plan to the Conferen€té¢he Parties within two
years of the date on which this Convention entarsforce for it; and

(¢) Review and update, as appropriate, its implemesngtlan on a periodic basis
and in a manner to be specified by a decision®fdbnference of the Parties.

2.  The Parties shall, where appropriate, cooperatzityror through global, regional and
subregional organizations, and consult their nafistakeholders, including women's groups
and groups involved in the health of children, nder to facilitate the development,
implementation and updating of their implementafians.

3. The Parties shall endeavour to utilize and, whexeessary, establish the means to
integrate national implementation plans for peesisbrganic pollutants in their sustainable
development strategies where appropriate.

Article 8

Listing of chemicals in Annexes A, B and C

1. A Party may submit a proposal to the Secretarialisting a chemical in Annexes A, B
and/or C. The proposal shall contain the infororaspecified in Annex D. In developing a
proposal, a Party may be assisted by other Pantig®r by the Secretariat.

2. The Secretariat shall verify whether the proposaitains the information specified in
Annex D. If the Secretariat is satisfied that thepwsal contains the information so specified,
it shall forward the proposal to the Persistentadig Pollutants Review Committee.
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3. The Committee shall examine the proposal and agyglyscreening criteria specified in
Annex D in a flexible and transparent way, takifigrdormation provided into account in an
integrative and balanced manner.

4.  If the Committee decides that:

(@) Itis satisfied that the screening criteria haverbtulfilled, it shall, through the
Secretariat, make the proposal and the evaluafittb,ecCommittee available to all Parties and
observers and invite them to submit the informasipacified in Annex E; or

(b) It is not satisfied that the screening criteria dndeen fulfilled, it shall, through
the Secretariat, inform all Parties and observetsmaake the proposal and the evaluation of
the Committee available to all Parties and the gsapshall be set aside.

5. Any Party may resubmit a proposal to the Committed has been set aside by the
Committee pursuant to paragraph 4. The resubmisseninclude any concerns of the Party
as well as a justification for additional consideya by the Committee. If, following this
procedure, the Committee again sets the proposld,ake Party may challenge the decision
of the Committee and the Conference of the Padiedl consider the matter at its next
session. The Conference of the Parties may delsedesd on the screening criteria in Annex
D and taking into account the evaluation of the @ottee and any additional information
provided by any Party or observer, that the projsisauld proceed.

6. Where the Committee has decided that the screemitggia have been fulfilled, or the
Conference of the Parties has decided that theopedshould proceed, the Committee shall
further review the proposal, taking into accouny eglevant additional information received,
and shall prepare a draft risk profile in accordamath Annex E. It shall, through the
Secretariat, make that draft available to all lBarind observers, collect technical comments
from them and, taking those comments into accaamplete the risk profile.

7. If, on the basis of the risk profile conductedaocordance with Annex E, the
Committee decides:

(@ That the chemical is likely as a result of its lenagge environmental transport to
lead to significant adverse human health and/oirenmental effects such that global action
is warranted, the proposal shall proceed. Laclubfstientific certainty shall not prevent the
proposal from proceeding. The Committee shathubh the Secretariat, invite information
from all Parties and observers relating to the merations specified in Annex F. It shall
then prepare a risk management evaluation thaudsd an analysis of possible control
measures for the chemical in accordance with timaeX; or

(b) That the proposal should not proceed, it shalbugh the Secretariat, make the
risk profile available to all Parties and obsenaand set the proposal aside.

8. For any proposal set aside pursuant to paragvafl), a Party may request the
Conference of the Parties to consider instructimg Committee to invite additional
information from the proposing Party and other arturing a period not to exceed one
year. After that period and on the basis of arfgrimation received, the Committee shall
reconsider the proposal pursuant to paragraph B wipriority to be decided by the
Conference of the Parties. If, following this prdaee, the Committee again sets the proposal
aside, the Party may challenge the decision ofGbmmittee and the Conference of the
Parties shall consider the matter at its next sessiThe Conference of the Parties may
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decide, based on the risk profile prepared in alzwre with Annex E and taking into account
the evaluation of the Committee and any additionfdrmation provided by any Party or
observer, that the proposal should proceed. IfGbeference of the Parties decides that the
proposal shall proceed, the Committee shall thepgre the risk management evaluation.

9. The Committee shall, based on the risk proféfenred to in paragraph 6 and the risk
management evaluation referred to in paragrapl) @r(paragraph 8, recommend whether the
chemical should be considered by the ConferendbeoParties for listing in Annexes A, B
and/or C. The Conference of the Parties, taking aimwunt of the recommendations of the
Committee, including any scientific uncertainty,ahdecide, in a precautionary manner,
whether to list the chemical, and specify its mflatontrol measures, in Annexes A, B and/or
C.

Article 9

Information exchange

1 Each Party shall facilitate or undertake thehaxge of information relevant to:

(@ The reduction or elimination of the production, wel release of persistent
organic pollutants; and

(b) Alternatives to persistent organic pollutants, utthg information relating to
their risks as well as to their economic and scmisks.

2. The Parties shall exchange the information refetwed paragraph 1 directly or through

the Secretariat.

3. Each Party shall designate a national focal painttfe exchange of such information.

4.  The Secretariat shall serve as a clearing-houséanem for information on persistent

organic pollutants, including informatiorprovided by Parties, intergovernmental
organizations and non-governmental organizations.

5.  For the purposes of this Convention, informationhealth and safety of humans and
the environment shall not be regarded as confiderRarties that exchange other information
pursuant to this Convention shall protect any aeritial information as mutually agreed.

Article 10

Public information, awareness and education
1. Each Party shall, within its capabilitipgpmote and facilitate:

(@ Awareness among its policy and decision makers reigfard to persistent organic
pollutants;

(b) Provision to the public of all available amfmation on persistent organic
pollutants, taking into account paragraph 5 of &e&t;
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(c) Development and implementation, especially for wonr@hildren and the least
educated, of educational and public awareness anuges on persistent organic pollutants,
as well as on their health and environmental edfead on their alternatives;

(d) Public participation in addressing persistent orggmollutants and their health
and environmental effects and in developing adextedponses, including opportunities for
providing input at the national level regarding Ierpentation of this Convention;

(e) Training of workers, scientists, educators andr@ezt and managerial personnel;

() Development and exchange of educational and pablereness materials at the
national and international levels; and

(g) Development and implementation of education anihittrg programmes at the
national and international levels.

2. Each Party shall, within its capabilities, ensurattthe public has access to the public
information referred to in paragraph 1 and thatitihermation is kept up-to-date.

3. Each Party shall, within its capabilities, encowagdustry and professional users to
promote and facilitate the provision of the infotmoa referred to in paragraph 1 at the
national level and, as appropriate, subregionglpreal and global levels.

4. In providing information on persistent organic pitdints and their alternatives, Parties
may use safety data sheets, reports, mass medgtl@dmeans of communication, and may
establish information centres at national and regjitevels.

5. Each Party shall give sympathetic consideratioddeeloping mechanisms, such as
pollutant release and transfer registers, for tikection and dissemination of information on
estimates of the annual quantities of the chemicskd in Annex A, B or C that are released
or disposed of.

Article 11

Research, development and monitoring

1. The Parties shall, within their capabilities, the national and international levels,
encourage and/or undertake appropriate researgk|ogpenent, monitoring and cooperation
pertaining to persistent organic pollutants andemghrelevant, to their alternatives and to
candidate persistent organic pollutants, includingheir:

(@) Sources and releases into the environment;

(b) Presence, levels and trends in humans and theoenwvant;
(¢) Environmental transport, fate and transformation;

(d) Effects on human health and the environment;

(e) Socio-economic and cultural impacts;

() Release reduction and/or elimination; and
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(g) Harmonized methodologies for making inventsreg generating sources and
analytical techniques for the measurement of rekeas

2. In undertaking action under paragraptmé Rarties shall, within their capabilities:

(@ Support and further develop, as appropriate, iat&wnal programmes, networks
and organizations aimed at defining, conductingeasing and financing research, data
collection and monitoring, taking into account tteed to minimize duplication of effort;

(b) Support national and international efforts to stytien national scientific and
technical research capabilities, particulany developing countries and countries with
economies in transition, and to promote accesan the exchange of, data and analyses;

(¢) Take into account the concerns and needs, parigcutathe field of financial and
technical resources, of developing countries antht@es with economies in transition and
cooperate in improving their capabilitp tparticipate in the efforts referred in
subparagraphs (a) and (b);

(d) Undertake research work geared towards allevidtiregeffects of persistent
organic pollutants on reproductive health;

(e) Make the results of their research, developmentraoditoring activities referred
to in this paragraph accessible to the public tmaly and regular basis; and

() Encourage and/or undertake cooperation with reggasdorage and maintenance
of information generated from research, developraadtmonitoring.

Avrticle 12

Technical assistance

1. The Parties recognize that rendering of timely apdropriate technical assistance in
response to requests from developing country Raatiel Parties with economies in transition
Is essential to the successful implementation isf@onvention.

2.  The Parties shall cooperate to provide timely apgrepriate technical assistance to
developing country Parties and Parties with ecorenmi transition, to assist them, taking into
account their particular needs, to develop anchgtieen their capacity to implement their
obligations under this Convention.

3. In this regard, technical assistance to be provinedeveloped country Parties, and
other Parties in accordance with their capabiljtigsall include, as appropriate and as
mutually agreed, technical assistance for capdmitiding relating to implementation of the

obligations under this Convention. Further gumam this regard shall be provided by the
Conference of the Parties.

4.  The Parties shall establish, as appropriate, aeraegts for the purpose of providing

technical assistance and promoting the transféeafnology to developing country Parties
and Parties with economies in transition relatioghte implementation of this Convention.

These arrangements shall include regional and gidmal centres for capacity-building and

transfer of technology to assist developing coutayties and Parties with economies in
transition to fulfil their obligations under thiso@vention. Further guidance in this regard
shall be provided by the Conference of the Parties.

5. The Parties shall, in the context of this Artictake full account of the specific needs
and special situation of least developed counties small island developing states in their
actions with regard to technical assistance.

23



Article 13

Financial resources and mechanisms

1 Each Party undertakes to provide, within its alapties, financial support and
incentives in respect of those national activitiest are intended to achieve the objective of
this Convention in accordance with its nationahglgpriorities and programmes.

2.  The developed country Parties shall provide newadttitional financial resources to
enable developing country Parties and Parties @timomies in transition to meet the agreed
full incremental costs of implementing measurescoltulfill their obligations under this
Convention as agreed between a recipient Partyaarehtity participating in the mechanism
described in paragraph 6. Other Parties may alsa wriuntary basis and in accordance with
their capabilities provide such financial resourceSontributions from other sources should
also be encouraged. The implementation of thesaratments shall take into account the
need for adequacy, predictability, the timely flofvfunds and the importance of burden
sharing among the contributing Parties.

3.  Developed country Parties, and other Parties inrdence with their capabilities and in
accordance with their national plans, prioritiesl gmogrammes, may also provide and
developing country Parties and Parties with ecomsnim transition avail themselves of
financial resources to assist in their implemeatabf this Convention through other bilateral,
regional and multilateral sources or channels.

4. The extent to which the developing country Parti@s effectively implement their
commitments under this Convention will depead the effective implementation by
developed country Parties of their commitments unldis Convention relating to financial
resources, technical assistance and technologgféran The fact that sustainable economic
and social development and eradication of povastize first and overriding priorities of the
developing country Parties will be taken fully irdocount, giving due consideration to the
need for the protection of human health and th&@mment.

5.  The Parties shall take full account of the speciBeds and special situation of the least
developed countries and the small island developtages in their actions with regard to
funding.

6. A mechanism for the provision of adequate and sanatde financial resources to
developing country Parties and Parties with ecoeerm transition on a grant or concessional
basis to assist in their implementation of the Gntion is hereby defined. The mechanism
shall function under the authority, as appropriated guidance of, and be accountable to the
Conference of the Parties for the purposes of@isvention. Its operation shall be entrusted
to one or more entities, including existing intdroaal entities, as may be decided upon by
the Conference of the Parties. The mechanism atsyinclude other entities providing
multilateral, regional and bilateral financial atathnical assistance. Contributions to the
mechanism shall be additional to other financiahsfers to developing country Parties and
Parties with economies in transition as reflectegnd in accordance with, paragraph 2.

7. Pursuant to the objectives of this Conventiod paragraph 6, the Conference of the
Parties shall at its first meeting adopt appropr@tidance to be provided to the mechanism
and shall agree with the entity or entities papating in the financial mechanism upon
arrangements to give effect thereto. The guidaha# address, inter atia

(@ The determination of the policy, strategy and paogme priorities, as well as
clear and detailed criteria and guidelines regay@ingibility for access to and utilization of
financial resources including monitoring and evaraon a regular basis of such utilization;

(b) The provision by the entity or entities of regulaports to the Conference of the
Parties on adequacy and sustainability of fundorgattivities relevant to the implementation
of this Convention;

(¢ The promotion of multiple-source fundingpproaches, mechanisms and
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arrangements;

(d) The modalities for the determination in a preditgadind identifiable manner of
the amount of funding necessary and availableHerilmplementation of this Convention,
keeping in mind that the phasing out of persisteganic pollutants might require sustained
funding, and the conditions under which that amainail be periodically reviewed; and

(e) The modalities for the provision to interested R&rof assistance with needs
assessment, information on available sources addwand on funding patterns in order to
facilitate coordination among them.

8. The Conference of the Parties shall review, latdr than its second meeting and
thereafter on a regular basis, the effectivenesh®imechanism established under this
Article, its ability to address the changing neetithe developing country Parties and Parties
with economies in transition, the criteria and gunde referred to in paragraph 7, the level of
funding as well as the effectiveness of the peréoroe of the institutional entities entrusted to
operate the financial mechanism. It shall, baseduch review, take appropriate action, if
necessary, to improve the effectivenesshe@ mechanism, including by means of
recommendations and guidance on measures to eadageiate and sustainable funding to
meet the needs of the Parties.

Article 14

Interim financial arrangements

The institutional structure of the Global Environth&acility, operated in accordance
with the Instrument for the Establishment of thestRectured Global Environment Facility,
shall, on an interim basis, be the principal ergityrusted with the operations of the financial
mechanism referred to in Article 13, for the perimtween the date of entry into force of this
Convention and the first meeting of the Confereotéhe Parties, or until such time as the
Conference of the Parties decides which institwtlostructure will be designated in
accordance with Article 13. The institutional stiwe of the Global Environment Facility
should fulfill this function through operational asures related specifically to persistent
organic pollutants taking into account that nevaagements for this area may be needed.
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Article 15

Reporting

1 Each Party shall report to the Conference of thid%aon the measures it has taken to
implement the provisions of this Convention andtloa effectiveness of such measures in
meeting the objectives of the Convention.

2. Each Party shall provide to the Secretariat:

(@) Statistical data on its total quantities of produtt import and export of each of
the chemicals listed in Annex A and Annex B or asmnable estimate of such data; and

(b) To the extent practicable, a list of the Statemfwhich it has imported each such
substance and the States to which it has expoatgtdsich substance.

3. Such reporting shall be at periodic intervalgl @am a format to be decided by the
Conference of the Parties at its first meeting.

Article 16

Effectiveness evaluation

1.  Commencing four years after the date of entry ift@e of this Convention, and
periodically thereafter at intervals to be decidedthe Conference of the Parties, the
Conference shall evaluate the effectiveness ofGbrsvention.

2. In order to facilitate such evaluation, the Confame of the Parties shall, at its first
meeting, initiate the establishment of arrangemméatprovide itself with comparable
monitoring data on the presence of the chemicstisdiin Annexes A, B and C as well as their
regional and global environmental transport. Trersgngements:

(@ Should be implemented by the Parties on a regibasis when appropriate, in
accordance with their technical and finahccapabilities, using existing monitoring
programmes and mechanisms to the extent pessibd promoting harmonization of
approaches;

(b) May be supplemented where necessary, taking intowtt the differences
between regions and their capabilities to implenmeonitoring activities; and

(¢ Shall include reports to the Conference of the iearbn the results of the
monitoring activities on a regional and global Izaat intervals to be specified by the
Conference of the Parties.

3. The evaluation described in paragraph 1 shalldmelucted on the basis of available
scientific, environmental, technical and economfolimation, including:

(@ Reports and other monitoring information providedsmant to paragraph 2;
(b) National reports submitted pursuant to Article a5l
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(c) Non-compliance information provided pursuantthe procedures established
under Article 17.

Article 17

Non-compliance

The Conference of the Parties shall, as soon astipaale, develop and approve
procedures and institutional mechanisms for det@nginon-compliance with the provisions
of this Convention and for the treatment of Parfoesd to be in non-compliance.

Article 18

Settlement of disputes

1. Parties shall settle any dispute betwdem concerning the interpretation or
application of this Convention through negotiatimmother peaceful means of their own
choice.

2. When ratifying, accepting, approving or accedinghte Convention, or at any time
thereafter, a Party that is not a regional econdntagration organization may declare in a
written instrument submitted to the depositary,tiath respect to any dispute concerning the
interpretation or application of the Conventionratognizes one or both of the following
means of dispute settlement as compulsory in @hato any Party accepting the same
obligation:

(@ Arbitration in accordance with procedures to bepa€eld by the Conference of the
Parties in an annex as soon as practicable;
(b) Submission of the dispute to the International €ofidustice.

3. A Party that is a regional economic integrationasrigation may make a declaration
with like effect in relation to arbitration in acaance with the procedure referred to in
paragraph 2 (a).

4. A declaration made pursuant to paragraph 2 or papag3 shall remain in force until it
expires in accordance with its terms or until thmeanths after written notice of its revocation
has been deposited with the depositary.

5.  The expiry of a declaration, a notice of revocatwra new declaration shall not in any
way affect proceedings pending before an arbititaibal or the International Court of Justice
unless the parties to the dispute otherwise agree.

6. If the parties to a dispute have not accepted émeesor any procedure pursuant to
paragraph 2, and if they have not been able tdes#gteir dispute within twelve months
following notification by one party to another tretispute exists between them, the dispute
shall be submitted to a conciliation commissiothatrequest of any party to the dispute. The
conciliation commission shall render a report wghkommendations. Additional procedures
relating to the conciliation commission shall beluded in an annex to be adopted by the
Conference of the Parties no later than at itsregomeeting.
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Article 19

Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established.

2. The first meeting of the Conference of the Parsiesll be convened by the Executive
Director of the United Nations Environment Prograenno later than one year after the entry
into force of this Convention. Thereafter, ordnaneetings of the Conference of the Parties
shall be held at regular intervals to be decidethkbyConference.

3.  Extraordinary meetings of the Conference of thetiParshall be held at such other
times as may be deemed necessary by the Confermnatthe written request of any Party
provided that it is supported by at least one thirthe Parties.

4. The Conference of the Parties shall by consensteeagpon and adopt at its first
meeting rules of procedure and financial rulesitkelf and any subsidiary bodies, as well as
financial provisions governing the functioning bétSecretariat.

5.  The Conference of the Parties shall keep undernroomiis review and evaluation the
implementation of this Convention. It shall pmrh the functions assigned to it by the
Convention and, to this end, shall:

(@) Establish, further to the requirements of parag®psuch subsidiary bodies as it
considers necessary for the implementation of theveéntion;

(b) Cooperate, where appropriate, with competent imtgonal organizations and
intergovernmental and non-governmental bodies; and

(¢) Regularly review all information made availablethe Parties pursuant to Article
15, including consideration of the effectivenespafagraph 2 (b) (iii) of Article 3;

(d) Consider and undertake any additional action thay ime required for the
achievement of the objectives of the Convention.

6. The Conference of the Parties shall, at it$ firseting, establish a subsidiary body to be
called the Persistent Organic Pollutants Review @dtae for the purposes of performing the
functions assigned to that Committee by this Cotiganin this regard:

(@ The members of the Persistent Organic PollutantsgeCommittee shall be
appointed by the Conference of the Parties. Mesfine of the Committee shall consist of
government-designated experts in chemical assessmemanagement. The members of the
Committee shall be appointed on the basis of ejeitgeographical distribution;

(b) The Conference of the Parties shall decide ondimad of reference, organization
and operation of the Committee; and

(¢ The Committee shall make every effort to adidgptrecommendations by
consensus. If all efforts at consensus have bgbhausted, and no consensus reached, such
recommendation shall as a last resort be adoptedtby-thirds majority vote of the members
present and voting.

28



7.  The Conference of the Parties shall, at its thiegetimg, evaluate the continued need for
the procedure contained in paragraph 2 (b) of Aeti®, including consideration of its
effectiveness.

8. The United Nations, its specialized agencies amdititernational Atomic Energy
Agency, as well as any State not Party to this @atien, may be represented at meetings of
the Conference of the Parties as observers. Wy or agency, whether national or
international, governmental or non-governmentgualified in matters covered by the
Convention, and which has informed the Secretafi#ts wish to be represented at a meeting
of the Conference of the Parties as an observerbmagdmitted unless at least one third of the
Parties present object. The admission and ppaticin of observers shall be subject to the
rules of procedure adopted by the Conference oP#rges.

Article 20
Secretariat

1. A Secretariat is hereby established.
2. The functions of the Secretariat shall be:

(@ To make arrangements for meetings of the Conferefidcbe Parties and its
subsidiary bodies and to provide them with servasesequired,;

(b) To facilitate assistance to the Parties, partityldeveloping country Parties and
Parties with economies in transition, on requesthe implementation of this Convention;

(c) To ensure the necessary coordination with the sadegs of other relevant
international bodies;

(d To prepare and make available to the Parpesodic reports based on
information received pursuant to Article 15 andewstavailable information;

(e) To enter, under the overall guidance of the Comfegeof the Parties, into such
administrative and contractual arrangements asheagquired for the effective discharge of
its functions; and

() To perform the other secretariat functions spedifiethis Convention and such
other functions as may be determined by the Conéeref the Parties.

3. The secretariat functions for this Conventioalsbe performed by the Executive
Director of the United Nations Environment Progragmnless the Conference of the Parties
decides, by a three-fourths majority of the Paniessent and voting, to entrust the secretariat
functions to one or more other international orgatidns.

Article 21

Amendments to the Convention

1. Amendments to this Convention may be pseddy any Party.
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2. Amendments to this Convention shall be adoptedrageting of the Conference of the
Parties. The text of any proposed amendment bleatiommunicated to the Parties by the
Secretariat at least six months before the meetirnvghich it is proposed for adoption. The
Secretariat shall also communicate proposed aments to the signatories to this
Convention and, for information, to the depositary.

3.  The Parties shall make every effort to reach agesron any proposed amendment to
this Convention by consensus. If all effortscahsensus have been exhausted, and no
agreement reached, the amendment shall as a kastt iee adopted by a three-fourths
majority vote of the Parties present and voting.

4. The amendment shall be communicated by the deppsdall Parties for ratification,
acceptance or approval.

5. Ratification, acceptance or approval of an amendrsieall be notified to the depositary
in writing. An amendment adopted in accordancé \wdragraph 3 shall enter into force for
the Parties having accepted it on the ninetiethafter the date of deposit of instruments of
ratification, acceptance or approval by at leastdkourths of the Parties. Thereafter, the
amendment shall enter into force for any otheryPant the ninetieth day after the date on
which that Party deposits its instrument of ra@tion, acceptance or approval of the
amendment.

Article 22

Adoption and amendment of annexes

1. Annexes to this Convention shall form an integrattghereof and, unless expressly
provided otherwise, a reference to this Conventiomstitutes at the same time a reference to
any annexes thereto.

2. Any additional annexes shall be restrictedtmcpdural, scientific, technical or
administrative matters.

3.  The following procedure shall apply to the proposaloption and entry into force of
additional annexes to this Convention:

(@ Additional annexes shall be proposed and adopteording to the procedure laid
down in paragraphs 1, 2 and 3 of Article 21,

(b) Any Party that is unable to accept an additionalenshall so notify the
depositary, in writing, within one year from thetel@f communication by the depositary of
the adoption of the additional annex. The depossaall without delay notify all Parties of
any such notification received. A Party may at &me withdraw a previous notification of
non-acceptance in respect of any additional anaed,the annex shall thereupon enter into
force for that Party subject to subparagraph (@, a

(©) On the expiry of one year from the date of the camitation by the depositary
of the adoption of an additional annex, the anreil £nter into force for all Parties that have
not submitted a notification in accordance with pihevisions of subparagraph (b).

4.  The proposal, adoption and entry into forcernéadments to Annex A, B or C shall be
subject to the same procedures as for the propadaption and entry into force of additional
annexes to this Convention, except that an amendime&nnex A, B or C shall not enter into
force with respect to any Party that has made #ads®mn with respect to amendment to
those Annexes in accordance with paragraph 4 oicler25, in which case any such
amendment shall enter into force for such a Partthe ninetieth day after the date of deposit
with the depositary of its instrument of ratifieat|, acceptance, approval or accession with
respect to such amendment.

5. The following procedure shall apply to the preglp adoption and entry into force of an
amendment to Annex D, E or F:
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(@ Amendments shall be proposed according to the droeen paragraphs 1 and 2
of Article 21;

(b) The Parties shall take decisions on an amendmeAntex D, E or F by
consensus; and

(©) A decision to amend Annex D, E or F shall forthwith communicated to the
Parties by the depositary. The amendment shalt ertteforce for all Parties on a date to be
specified in the decision.

6. If an additional annex or an amendment to areamrelated to an amendment to this
Convention, the additional annex or amendment statllenter into force until such time as
the amendment to the Convention enters into force.

Article 23

Right to vote

1 Each Party to this Convention shall have one,vexcept as provided for in paragraph
2.

2. Aregional economic integration organization,matters within its competence, shall
exercise its right to vote with a number of votgea to the number of its member States that
are Parties to this Convention. Such an organizahall not exercise its right to vote if any
of its member States exercises its right to vaid,\ace versa.

Article 24

Signature

This Convention shall be open for signature at I8tokn by all States and regional
economic integration organizations on 23 May 2@01 at the United Nations Headquarters
in New York from 24 May 2001 to 22 May 2002.

Article 25

Ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be subject to ratificatiasceptance or approval by States and by
regional economic integration organizations. Itlisha open for accession by States and by
regional economic integration organizations frome thay after the date on which the
Convention is closed for signature. Instrumentsraiffication, acceptance, approval or
accession shall be deposited with the depositary.

2. Any regional economic integration organaat that becomes a Party to this
Convention without any of its member States beirgaaty shall be bound by all the
obligations under the Convention. In the cassuah organizations, one or more of whose
member States is a Party to this Convention, tigameation and its member States shall
decide on their respective responsibilities for peeformance of their obligations under the
Convention. In such cases, the organization hadriember States shall not be entitled to
exercise rights under the Convention concurrently.

3. Inits instrument of ratification, acceptance, ajyad or accession, a regional economic
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integration organization shall declare the extdntsocompetence in respect of the matters
governed by this Convention. Any such organizasball also inform the depositary, who

shall in turn inform the Parties, of any relevaradification in the extent of its competence.

4. Inits instrument of ratification, acceptance, apm@l or accession, any Party may
declare that, with respect to it, any amendmerrinex A, B or C shall enter into force only

upon the deposit of its instrument of ratificati@tceptance, approval or accession with
respect thereto.

Article 26

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the nigtbtday after the date of deposit of
the fiftieth instrument of ratification, acceptane@proval or accession.

2. For each State or regional economic integratiorapization that ratifies, accepts or
approves this Convention or accedes thereto diedeposit of the fiftieth instrument of

ratification, acceptance, approval or accessiom,Gbnvention shall enter into force on the
ninetieth day after the date of deposit by sucheSta regional economic integration

organization of its instrument of ratification, aptance, approval or accession.

3. For the purpose of paragraphs 1 and 2, any instrudeposited by a regional economic
integration organization shall not be counted aditamhal to those deposited by member
States of that organization.

Article 27
Reservations
No reservations may be made to this Convention.
Article 28
Withdrawal
1. At any time after three years from the date dmct this Convention has entered into
force for a Party, that Party may withdraw from @envention by giving written notification
to the depositary.
2. Any such withdrawal shall take effect upon thxpiey of one year from the date of
receipt by the depositary of the notification oftwdrawal, or on such later date as may be
specified in the notification of withdrawal.
Article 29
Depositary

The Secretary-General of the United Nations shallthe depositary of this
Convention.
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Article 30
Authentic texts
The original of this Convention, of which the ArabiChinese, English, French,
Russian and Spanish texts are equally authentd, lsh deposited with the Secretary-General

of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly autted to that effect, have
signed this Convention.

Done at Stockholm on this twenty-second day of Mag, thousand and one.
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Annex A

ELIMINATION
Part |
Chemical Activity Specific exemption

Aldrin* CAS No: Production None

309-00-2 Use Local
ectoparasiticide

Chlordane* CAS Production As allowed for the Parties listed in

No: 57-74-9 the Register

Use Local ectoparasiticide

Insecticide
Termiticide
Termiticide in buildings and
dams
Termiticide in road:

Dieldrin*  CAS Production None

No: 60-57-1 Use In agricultural operations

Endrin* CAS No: Production None

72-20-8 Use None

Heptachlor* CAS Production None

No: 76-44-8 Use Termiticide
Termiticide in structures of
houses
Termiticide (subterranean)
Wood treatmenin use

Hexachlorobenzene |Production As allowed for the Parties listed in

CAS No: 118-74-1 the Register

Use Intermediate Solvent in pestici

Closed system site limitq
intermediate

Mirex* Production As allowed for the Parties listed in
the Register

CAS No: 2385-85-5  [yse Termiticide

Toxaphene* CAS Production None

No: 8001-35-2 Use None

Polychlorinated Production None

Biphenyls (PCB)* Use Articles in use in accordance with
the provisions of Part Il of this
Annex
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Notes:

(ii)

(iii)

Except as otherwise specified in this Conventionarfities of a chemical
occurring as unintentional trace contaminants wdpcts and articles shall not be
considered to be listed in this Annex;

This note shall not be considered as a productiwhwse specific exemption for
purposes of paragraph 2 of Article 3. Quantitiesaothemical occurring as
constituents of articles manufactured or alreadyse before or on the date of
entry into force of the relevant obligation withspect to that chemical, shall not
be considered as listed in this Annex, provided thaParty has notified the
Secretariat that a particular type of article remman use within that Party. The
Secretariat shall make such notifications publalgilable;

This note, which does not apply to a chemical tred an asterisk following its
name in the Chemical column in Part | of this Anngxall not be considered as a
production and use specific exemption for purpaseparagraph 2 of Article 3.
Given that no significant quantities of the cherhm@ expected to reach humans
and the environment during the production and dse dosed-system site-limited
intermediate, a Party, upon notification to the r®eariat, may allow the
production and use of quantities of a chemicakdlsin this Annex as a closed-
system site-limited intermediate that is chemicédnsformed in the manufacture
of other chemicals that, taking into consideratibe criteria in paragraph 1 of
Annex D, do not exhibit the characteristics of ent organic pollutants. This
notification shall include information on total mhoction and use of such
chemical or a reasonable estimate of such infoomatind information regarding
the nature of the closed-system site-limited predasluding the amount of any
non-transformed and unintentional trace contanonatf the persistent organic
pollutant-starting material in the final producthi§ procedure applies except as
otherwise specified in this Annex. The Secretastadll make such notifications
available to the Conference of the Parties anchéopublic. Such production or
use shall not be considered a production or useipeexemption. Such
production and use shall cease after a ten-yeadyarnless the Party concerned
submits a new notification to the Secretariat, ihichi case the period will be
extended for an additional ten years unless thefeCemce of the Parties, after a
review of the production and use decides otherwi$® notification procedure
can be repeated;

(iv) All the specific exemptions in this Annex may beeexsed by Parties that have

registered exemptions in respect of them in accmelavith Article 4 with the
exception of the use of polychlorinated biphenylsaiticles in use in accordance
with the provisions of Part Il of this Annex, whiaghay be exercised by all
Parties.
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Part Il

Polychlorinated biphenyls

Each Party shall:

(@ With regard to the elimination of the use poflychlorinated biphenyls in
equipment (e.g. transformers, capacitors or otbeeptacles containing liquid stocks) by
2025, subject to review by the Conference of thei€s take action in accordance with the
following priorities:

() Make determined efforts to identify, label aremove from use equipment
containing greater than 10 per cent polychlorindigdhenyls and volumes
greater than 5 litres;

(i) Make determined efforts to identify, labeldaremove from use equipment
containing greater than 0.05 per cent polychloeddiiphenyls and volumes
greater than 5 litres;

(i) Endeavour to identify and remove from useaigunent containing greater
than 0.005 percent polychlorinated biphenyls andmes greater than 0.05
litres;

(b) Consistent with the priorities in subparagrafst), promote the following
measures to reduce exposures and risk to contraldé of polychlorinated biphenyls:

(i) Use only in intact and non-leaking equipmentdanly in areas where
the risk from environmental release can be minithisnd quickly
remedied,;

(i) Not use in equipment in areas associated witle production or
processing of food or feed;

(iii) When used in populated areas, including sdeoand hospitals, all
reasonable measures to protect from electricalr&ailvhich could result in a
fire, and regular inspection of equipment for leaks

(¢) Notwithstanding paragraph 2 of Article 3, ensurattBquipment containing
polychlorinated biphenyls, as described in subpardy(a), shall not be exported or imported
except for the purpose of environmentally soundt&vasanagement;

(d) Except for maintenance and servicing operations,atlow recovery for the
purpose of reuse in other equipment of liquids vidhychlorinated biphenyls content above
0.005 per cent;

(e) Make determined efforts designed to lead to envitentally sound waste
management of liquids containing polychlorinateghanyls and equipment contaminated
with polychlorinated biphenyls having a polychlatad biphenyls content above 0.005 per
cent, in accordance with paragraph 1 of Articla$soon as possible but no later than 2028,
subject to review by the Conference of the Parties;
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() Inlieu of note (ii) in Part | of this Annex, endeaur to identify other articles
containing more than 0.005 per cent polychlorindtgzhenyls (e.g. cable-sheaths, cured
caulk and painted objects) and manage them in danoe with paragraph 1 of Article 6;

(g) Provide a report every five years on progress imielating polychlorinated
biphenyls and submit it to the Conference of thei€apursuant to Article 15;

(h) The reports described in subparagraph (g) saalappropriate, be considered by
the Conference of the Parties in its reviews retatio polychlorinated biphenyls. The
Conference of the Parties shall review progressatdw elimination of polychlorinated
biphenyls at five year intervals or other period,appropriate, taking into account such
reports.

37



Annex B
RESTRICTION

Part |

Chemical Activity Acceptable purpose

or specific exemption

DDT

(1,1,1-trichloro-2,2-bis with Part 1l of this Annex
(4-chlorophenyl)ethane) Specific exemption
CAS No: 50-29-3 Intermediate in production of dicofol

Production Acceptable purpose:
Disease vector control use in accordance

Intermediat

Use Acceptable purpose

Disease vector control in accordance with
Part Il of this Annex

Specific exemption:

Production of dicofol

Intermediate

Notes

(ii)

(iii)

Except as otherwise specified in this Conventiquantities of a chemical
occurring as unintentional trace contaminants odpcts and articles shall not be
considered to be listed in this Annex;

This note shall not be considered as a prtidncand use acceptable purpose or
specific exemption for purposes of paragraph 2 dicke 3. Quantities of a
chemical occurring as constituents of articles niactured or already in use
before or on the date of entry into force of thievant obligation with respect to
that chemical, shall not be considered as listeéti;mAnnex, provided that a Party
has notified the Secretariat that a particular tgparticle remains in use within
that Party. The Secretariat shall make such natibas publicly available;

This note shall not be considered as a pobidn and use specific exemption for
purposes of paragraph 2 of Article 3. Given thatsignificant quantities of the
chemical are expected to reach humans and theoenwent during the production
and use of a closed-system site-limited intermegiatParty, upon notification to
the Secretariat, may allow the production and dispiantities of a chemical listed
in this Annex as a closed-system site-limited miediate that is chemically
transformed in the manufacture of other chemidads, ttaking into consideration
the criteria in paragraph 1 of Annex D, do not éxthihe characteristics of
persistent organic pollutants. This notificatioraléhinclude information on total
production and use of such chemical or a reasoresimate of such information
and information regarding the nature of the closgstem site-limited process
including the amount of any non-transformed andntemtional trace
contamination of the persistent organic pollutaatrttng material in the final
product. This procedure applies except as othergpeeified in this Annex. The
Secretariat shall make such notifications availablthe Conference of the Parties
and to the public. Such production or use shallb®tonsidered a production or
use specific exemption. Such production and usd skase after a ten-year
period, unless the Party concerned submitewa notification to the Secretariat,
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in which case the period will be extendedan additional ten years unless the
Conference of the Parties, after a review of thedpction and use decides
otherwise. The notification procedure can be regzbat

(iv) All the specific exemptions in this Annex mhg exercised by Parties that have
registered in respect of them in accordance witicker4.

Part |l

DDT (1,1.1 -trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane

1. The production and use of DDT shall be eliminatecket for Parties that have notified
the Secretariat of their intention to produce andiee it. A DDT Register is hereby
established and shall be available to the publithe Secretariat shall maintain the DDT
Register.

2. Each Party that produces and/or uses DDT shatiecestich production and/or use for
disease vector control in accordance with the Weld@lth Organization recommendations
and guidelines on the use of DDT and when localfe seffective and affordable alternatives
are not available to the Party in question.

3. In the event that a Party not listed in the DDT iRy determines that it requires DDT
for disease vector control, it shall notify the tariat as soon as possible in order to have its
name added forthwith to the DDT Register. It shallhe same time notify the World Health
Organization.

4.  Every three years, each Party that uses DDT shallige to the Secretariat and the
World Health Organization information on the amouséd, the conditions of such use and its
relevance to that Party's disease management gyatea format to be decided by the
Conference of the Parties in consultation with\Werld Health Organization.

5. With the goal of reducing and ultimately elimingfithe use of DDT, the Conference of
the Parties shall encourage:

(@) Each Party using DDT to develop and implemengetion plan as part of the
implementation plan specified in Article 7. Thatian plan shall include:

(i) Development of regulatory and other mechanisomesnsure that DDT use is
restricted to disease vector control;

(i) Implementation of suitable alternative protkicmethods and strategies,
including resistance management strategies to en#ue continuing
effectiveness of these alternatives;

(i) Measures to strengthen health care and thuce the incidence of the
disease.

(b) The Parties, within their capabilities, to pamresearch and development of safe
alternative chemical and non-chemical products,ho@$ and strategies for Parties using
DDT, relevant to the conditions of those countaes with the goal of decreasing the human
and economic burden of disease. Factors to be pesimshen considering alternatives or
combinations of alternatives shall include the honteealth risks and environmental
implications of such alternatives. Viable altermasi to DDT shall pose less risk to human
health and the environment, be suitable for diseasé&rol based on conditions in the Parties
in question and be supported with monitoring data.
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6. Commencing at its first meeting, and at leastrg three years thereafter, the
Conference of the Parties shall, in consultatioth whe World Health Organization, evaluate
the continued need for DDT for disease vector adrdn the basis of available scientific,
technical, environmental and economic informationluding:

(@ The production and use of DDT and the condition®sein paragraph 2;

(b) The availability, suitability and implementation tbie alternatives to DDT; and

() Progress in strengthening the capacity of countadgsansfer safely to reliance on
such alternatives.

7. A Party may, at any time, withdraw its name frdme DDT Registry upon written

notification to the Secretariat. The withdrawal Ikbake effect on the date specified in the
notification.
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Annex C
UNINTENTIONAL PRODUCTION

Part I: Persistent organic pollutants subject eordguirements of Article 5

This Annex applies to the following persistent argapollutants when formed and
released unintentionally from anthropogenic sources

Chemical

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurdREDD/PCDF)
Hexachlorobenzene (HCB) (CAS No: 118-74-1)
Polychlorinated biphenyls (PCB)

Part Il: Source cateqgories

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurartexachlorobenzene and
polychlorinated biphenyls are unintentionally fodnand released from thermal processes
involving organic matter and chlorine as a residlincomplete combustion or chemical
reactions. The following industrial source categeiave the potential for comparatively high
formation and release of these chemicals to the@mwent:

(@ Waste incinerators, including co-incinerators ofnicipal, hazardous or medical
waste or of sewage sludge;

(b) Cement kilns firing hazardous waste;

() Production of pulp using elemental chlorine or cleais generating elemental
chlorine for bleaching;

(d) The following thermal processes in the metgiktal industry:
() Secondary copper production;

(i)  Sinter plants in the iron and steel indystr
(iif) Secondary aluminium production;
(iv) Secondary zinc production.

Part Ill: Source categories

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurartexachlorobenzene and
polychlorinated biphenyls may also be unintentibndbrmed and released from the
following source categories, including:

(@ Open burning of waste, including burning of laridfites;
(b) Thermal processes in the metallurgical industrymentioned in Part Il;
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(¢) Residential combustion sources;

(d) Fossil fuel-fired utility and industrial boilers;

(e) Firing installations for wood and other biomasddue

() Specific chemical production processes asitey unintentionally formed
persistent organic pollutants, especially productbchlorophenols and chloranil;

(g) Crematoria;

(h)  Motor vehicles, particularly those burniegded gasoline;
(i) Destruction of animal carcasses;

() Textile and leather dyeing (witbhloranil) and finishing (with alkaline
extraction);

(k)  Shredder plants for the treatment of entif@fvehicles; (1)
Smouldering of copper cables; (m) Waste oil refies.

Part 1V: Definitions

1 For the purposes of this Annex:

(@ "Polychlorinated biphenyls" means aromatic compaguiadmed in such a manner
that the hydrogen atoms on the biphenyl molecwl® (tenzene rings bonded together by a
single carbon-carbon bond) may be replaced by tgntehlorine atoms; and

(b) "Polychlorinated dibenzo-p-dioxins" and "polychiaated dibenzofurans" are
tricyclic, aromatic compounds formed by two benzeangs connected by two oxygen atoms
in polychlorinated dibenzo-p-dioxins and by one gty atom and one carbon-carbon bond in
polychlorinated dibenzofurans and the hydrogen atofmrwhich may be replaced by up to
eight chlorine atoms.

2. In this Annex, the toxicity of polychlorinatesbdnzo-p-dioxins and dibenzofurans is
expressed using the concept of toxic equivalencicvineasures the relative dioxin-like

toxic activity of different congeners of polychloated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans
and coplanar polychlorinated biphenyls in comparigw 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin.

The toxic equivalent factor values to be used e purposes of this Convention shall be
consistent with accepted international stanslardommencing with the World Health

Organization 1998 mammalian toxic equivalent fast@iues for polychlorinated dibenzo-p-

dioxins and dibenzofurans and coplanar polychlddgdabiphenyls. Concentrations are
expressed in toxic equivalents.
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Part V The: General quidance on best availablenigales and best environmental practices

This Part provides general guidance to Partiesrementing or reducing releases of the
chemicals listed in Part I.

A. General prevention measures relating to both hesladle technigues

and best environmental practices

Priority should be given to the consideration op@aches to prevent the formation and
release of the chemicals listed in Part |. Usefaehsures could include:

(a) The use if low-waste technology;

(b) The use of less hazardous substances;

(c) The promotion of the recovery and recycling of wasind of substances
generation and used in a process;

(d) Replacement of feed materials which are persistegéinic pollutants or where
there is a direct link between the materials aelases of persistent organic pollutants from
the source;

(e) Good housekeeping and preventive maintenance pnoges;

(H Improvements in waste management with the aim efdissation of open and
other uncontrolled burning of wastes, including Itiiening of landfill sites. When considering
proposals to construct new waste disposal fadlitieonsideration should be given to
alternatives such as activities to minimize theegation of municipal and medical waste,
including resource recovery, reuse, recycling, easparation and promoting products that
generate less waste. Under this approach, publathheoncerns should be carefully
considered,;

(g) Minimization of these chemicals as contaminanfsroducts;

(h) Avoiding elemental chlorine or chemicals generatielgmental chlorine for
bleaching.

B. Best available techniques

The concept of best available techniques is notedirat the prescription of any
specific technique or technology, but at taking iatcount the technical characteristics of the
installation concerned, its geographical locatiord @he local environmental conditions.
Appropriate control techniques to reduce releadeth® chemicals listed in Part | are in
general the same. In determining best availablenigoes, special consideration should be
given, generally or in specific cases, to the fellgy factors, bearing in mind the likely costs
and benefits of a measure and consideration ofptEn and prevention:

(a) General considerations:

(1) The nature, effects and mass of the releageserned: techniques may
vary depending on source size;

43



(i)  The commissioning dates for new or existingtailations;
(i) The time needed to introduce the best lakde technique;

(iv)  The consumption and nature of raw materiaksdus the process and
its energy efficiency;

(v)  The need to prevent or reduce to a minimum the alVenpact of
the releases to the environment and the risks to it

(vi)  The need to prevent accidents and to minimize tt@isequences for
the environment;

(vi) The need to ensure occupational health and safetgraplaces;

(viii) Comparable processes, facilities or methods of atjper which have
been tried with success on an industrial scale;

(ix) Technological advances and changes inenstic knowledge
and understanding.

(b) General release reduction measures: When censgl proposals to construct
new facilities or significantly modify existing féities using processes that release chemicals
listed in this Annex, priority consideration shoubg given to alternative processes,
techniques or practices that have similar usefslbes which avoid the formation and release
of such chemicals. In cases where such facilitié$ lwe constructed or significantly
modified, in addition to the prevention measureied in section A of Part V the following
reduction measures could also be considered imrdetieg best available techniques:

(i) Use of improved methods for flue-gas cleansigh as thermal or catalytic
oxidation, dust precipitation, or adsorption;

(i) Treatment of residuals, wastewater, wasted aewage sludge by, for
example, thermal treatment or rendering them ioerthemical processes
that detoxify them;

(iif) Process changes that lead to the reductraglimination of releases, such as
moving to closed systems;

(iv) Modification of process designs to improvendoustion and prevent
formation of the chemicals listed in this Annexraingh the control of
parameters such as incineration temperature ataese time.

C. Best environmental practices

The Conference of the Parties may develop guidaiiteregard to best environmental
practices.
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Annex D

INFORMATION REQUIREMENTS AND SCREENING CRITERIA

1. A Party submitting a proposal to list a chemicaRnnexes A, B and/or C shall identify
the chemical in the manner described in subparagi@pand provide the information on the
chemical, and its transformation products wherewvaait, relating to the screening criteria set
out in subparagraphs (b) to (e):

(@)

(b)

©

(d)

Chemical identity

(i)

(i)

(i)

(ii)

Names, including trade name or names, comrakrmame or names and
synonyms, Chemical Abstracts Service (CAS) Registnymber,
International Union of Pure and Applied ChemisttyAC) name; and

Structure, including specification of isomemghere applicable, and the
structure of the chemical class;

Persistence

Evidence that the half-life of the chemicalwater is greater than two
months, or that its half-life in soil is greateathsix months, or that its half-
life in sediment is greater than six months; or

Evidence that the chemical is otherwise sudintly persistent to justify its
consideration within the scope of this Convention;

Bio-accumulation

(i)

(ii)

(iii)

Evidence that the bio-concentration factorbow-accumulation factor in
aquatic species for the chemical is greater th@@®or, in the absence of
such data, that the log Kow is greater than 5;

Evidence that a chemical presents other neagor concern, such as high
bio-accumulation in other species, high toxicityeaptoxicity; or

Monitoring data in biota indicating that tHeo-accumulation potential of
the chemical is sufficient to justify its consid&oa within the scope of this
Convention;

Potential for long-range environmental trangpor

(i)

(ii)

(iii)

Measured levels of the chemical in locatiorsaht from the sources of its
release that are of potential concern;

Monitoring data showing that long-range emvimental transport of the
chemical, with the potential for transfer to a igoeg environment, may
have occurred via air, water or migratory spees;

Environmental fate properties and/or modesults that demonstrate that the
chemical has a potential for long-range environ@lemansport through air,
water or migratory species, with the potential fiansfer to a receiving
environment in locations distant from the sourcést® release. For a
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chemical that migrates significantly through the &s half-life in air should
be greater than two days; and

(e) _Adverse effects

(i) Evidence of adverse effects to human healthoothe environment that
justifies consideration of the chemical within tb@pe of this Convention;
or

(i) Toxicity or ecotoxicity data that indicateelpotential for damage to human
health or to the environment.

2.  The proposing Party shall provide a statement efrdasons for concern including,
where possible, a comparison of toxicity or ecatityidata with detected or predicted levels
of a chemical resulting or anticipated from itsgenange environmental transport, and a short
statement indicating the need for global control.

3.  The proposing Party shall, to the extent possibtetaking into account its capabilities,
provide additional information to support the revief the proposal referred to in paragraph 6
of Article 8. In developing such a proposal, a Panay draw on technical expertise from any
source.
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Annex E
INFORMATION REQUIREMENTS FOR THE RISK PROFILE

The purpose of the review is to evaluate whetherctiemical is likely, as a result of its
long-range environmental transport, to lead to ificant adverse human health and/or
environmental effects, such that global action &ranted. For this purpose, a risk profile
shall be developed that further elaborates on,evaduates, the information referred to in
Annex D and includes, as far as possible, theviotig types of information:

(@ Sources, including as appropriate:
()  Production data, including quantity anddton;
(i) Uses; and
(i) Releases, such as discharges, losses arssienms;

(b) Hazard assessment for the endpoint or endpoafitconcern, including a
consideration of toxicological interactions invaigi multiple chemicals;

(c) Environmental fate, including data and informatanthe chemical and physical
properties of a chemical as well as its persistamcehow they are linked to its environmental
transport, transfer within and between enwmental compartments, degradation and
transformation to other chemicals. A determimaid the bio-concentration factor or bio-
accumulation factor, based on measured valued, lshavailable, except when monitoring
data are judged to meet this need;

(d) Monitoring data;

(e) Exposure in local areas and, in particular, assalt®f long-range environmental
transport, and including information regarding biailability;

() National and international risk evaluations, assesgs or profiles and labelling
information and hazard classifications, as avagiahhd

(g) Status of the chemical under international conoeisti
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Annex F
INFORMATION ON SOCIO-ECONOMIC CONSIDERATIONS

An evaluation should be undertaken regarding ptessibntrol measures for chemicals
under consideration for inclusion in this Conventiencompassing the full range of options,
including management and elimination. For this psgHE relevant information should be
provided relating to socio-economic consideratiagsociated with possible control measures
to enable a decision to be taken by the Conferefdke Parties. Such information should
reflect due regard for the differing capabilitiesdaconditions among the Parties and should
include consideration of the following indicativstlof items:

(@ Efficacy and efficiency of possible control rsaees in meeting risk reduction
goals:

(i) Technical feasibility; and
(i)  Costs, including environmental and healtists;

(b) Alternatives (products and processes):
() Technical feasibility;

(i) Costs, including environmental and health spst
(i) Efficacy;

(iv) Risk;

(v) Availability; and

(vi) Accessibility;

(c) Positive and/or negative impacts on societyngblementing possible control
measures:

() Health, including public, environmental and apational health;
(i) Agriculture, including aquaculture and forestr

(i) Biota (biodiversity);

(iv) Economic aspects;

(v) Movement towards sustainable development; and

(vi) Social costs;

(d) Waste and disposal implications (in particutarsolete stocks of pesticides and
clean-up of contaminated sites):

(i) Technical feasibility; and

(i) Cost;
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(e) Access to information and public education;

() Status of control and monitoring capacity; and

(g0 Any national or regional control actiotsken, including information on
alternatives, and other relevant risk managemémnitrivation.
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KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN

Para Pihak atas Konvensi ini,

mengakui bahwa bahan pencemar organik yang persisten nkémsifiat beracun, sulit terurai, bersifat
bioakumulasi dan terangkut, melalui udara, air, dgesies berpindah, melintasi batas internasioaal d
tersimpan jauh dari tempat pelepasan, tempat behsebut berakumulasi dalam ekosistem darat dan air

menyadaripentingnya kesehatan, khususnya di negara berkemlgang diakibatkan dari paparan setempat
atas bahan pencemar organik yang persisten, teauttempak terhadap perempuan dan, melalui mereka,
terhadap generasi mendatang;

mengakubahwa ekosistem Artik dan masyarakat lokal beradiand bahaya karena adanya peningkatan secara
cepat bahan pencemar organik yang persisten dawabaencemaran tersebut terhadap sumber pangan
merupakan masalah kesehatan masyarakat;

menyadarperlunya aksi global mengenai bahan pencemar ilrgang persisten;

menimbangkeputusan 19/13 C 7 Februari 19@%0overning Council of the United Nations Environment
Programme untuk memprakarsai aksi internasional guna meligdkasehatan manusia dan lingkungan hidup
melalui langkah-langkah untuk menurunkan dan/atanghentikan emisi dan buangan bahan pencemar
organik yang persisten;

mengingatketentuan yang berhubungan dengan konvensi liggeuhidup internasional, khususnya Konvensi
Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan yang Divdsikan Dini untuk Bahan Kimia dan Pestisida
Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan InternasidaalKonvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan
Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannygameliputi perjanjian regional yang dikembangkan di
dalam kerangka kerja Pasal 11 Konvensi Basel,

mengingat pulaketentuan yang berhubungan dengan Deklarasi Riartg Lingkungan Hidup dan
Pembangunan dan Agenda 21;

mengakuibahwa kehati-hatian mendasari kepedulian semusk Rign diwujudkan di dalam Konvensi ini;

mengakuibahwa Konvensi ini dan perjanjian internasion@h ldalam bidang perdagangan dan lingkungan
hidup saling mendukung;

menegaskan kembdiahwa Negara memiliki, sesuai dengan Piagam Raatan Bangsa-Bangsa dan prinsip
hukum internasional, hak berdaulat untuk mengekitsgiosumber kekayaan alamnya sesuai dengan kahijak
lingkungan hidup dan pembangunan, serta memililggang jawab untuk menjamin bahwa kegiatan di dalam
yurisdiksi atau pengendalian tidak menyebabkandadan lingkungan hidup Negara lain atau wilayatuai
batas yurisdiksi nasionalnya;

menimbang keadaan dan persyaratan khusus bagi negara bexkgmlerutama negara-negara kurang
berkembang, dan negara yang sedang mengalamisiraksinomi, terutama kebutuhan untuk memperkuat
kemampuan nasionalnya untuk pengelolaan bahan kieriaasuk melalui alih teknologi, ketentuan megen
bantuan keuangan dan teknis serta peningkatandara antar Para Pihak;

menimbang dengan sunguh-sungg@mogram Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan daegdxa
Berkembang Kepulauan Kecil, yang diadopsi di Badsguhda 6 Mei 1994;
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memperhatikankemampuan setiap negara maju dan berkembang, &ertgung jawab bersama yang
dibedakan dari negara-negara sebagaimana yangakayadalam Prinsip 7 Deklarasi Rio tentang Linglam
Hidup dan Pembangunan;

mengakui pentingnya kontribusi dari sektor swasta dan dsgen nonpemerintah untuk dapat mencapai
penurunan dan/atau penghentian emisi dan buandyam lpggncemar organik yang persisten;

menggarisbawahpentingnya penghasil bahan pencemar organik yamgjspgn untuk bertanggung jawab
dalam mengurangi dampak negatif yang disebabkdnmreduknya dan untuk menyediakan informasi kepada
para pengguna, Pemerintah, dan masyarakat mergifttdierbahaya dari bahan kimia tersebut;

menyadarkebutuhan untuk mengambil tindakan guna mencegabgyuh negatif yang disebabkan oleh bahan
pencemar organik yang persisten pada semua tingkédas hidupnya;

menegaskan kembdfirinsip 16 Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidigm Pembangunan yang menyatakan
bahwa otoritas nasional harus berusaha mempronmmgiternalisasi biaya lingkungan hidup dan pengguana
instrumen ekonomi, dengan menggunakan pendekatamabpencemar harus, pada prinsipnya, menanggung
biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentimgagarakat dan tanpa mengganggu perdagangan dan
investasi internasional;

mendorongPara Pihak yang tidak memiliki skema pengaturan mknilaian untuk bahan kimia pestisida dan
industri agar mengembangkan skema tersebut;

mengakuipentingnya pengembangan dan penggunaan prosebatlan kimia alternatif yang berwawasan
lingkungan;

berkeinginanuntuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungaluphdari dampak berbahaya bahan
pencemar organik yang persisten;

telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

Memahami pendekatan kehati-hatian sebagaimana tdkaa dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio tentang
Lingkungan Hidup dan Pembangunan, tujuan Konvensiadalah melindungi kesehatan manusia dan
lingkungan hidup dari bahan pencemar organik yaargigten.

Pasal 2
Definisi
Untuk maksud Konvensi ini:
(8 “Pihak” berarti suatu Negara atau organisasgrasi ekonomi regional yang telah menyetujui kintu
terikat oleh Konvensi ini dan untuk itu Konvendilirerlaku;

(b) “Organisasi integrasi ekonomi regional” berastiatu organisasi yang dibentuk oleh Negara yang
berdaulat dari suatu wilayah tertentu yang kepaslaegara anggotanya telah mengalihkan
kewenangan mengenai masalah yang diatur oleh Kehweindan yang telah dikuasakan secara sah,
sesuai prosedur internalnya, untuk menandatangam@ratifikasi, menerima, menyetujui, atau
mengaksesi Konvensi ini;

(c) “Para Pihak yang hadir dan memberikan suaradrtiePara Pihak yang hadir dan memberikan suara
setuju atau menolak.
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Pasal 3
Tindakan untuk mengurangi atau menghentikan pelepasan
dari produksi dan penggunaan secara sengaja

1. Setiap Pihak wajib:

(a) Melarang dan/atau mengambil tindakan hukumeadbministratif yang diperlukan untuk menghentikan:

() Produksi dan penggunaan bahan kimia yang méwmoa dalam Lampiran A sesuai dengan ketentuan

Lampiran tersebut;

(i) Impor dan ekspor bahan kimia yang tercantuatach Lampiran A sesuai dengan ketentuan ayat 2;

dan

(b) Membatasi produksi dan penggunaan bahan kymama tercantum dalam Lampiran B sesuai dengan
ketentuan Lampiran tersebut.

2. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan untuk raei:

(a) Bahwa suatu bahan kimia yang tercantum dalampiran A atau Lampiran B hanya diimpor:

()

(ii)

Untuk tujuan pembuangan yang berwawasan lingkusgaagaimana yang dinyatakan pada Pasal 6
ayat (1) huruf d; atau

Untuk penggunaan ataupun tujuan yang diizinkan Bégpk tersebut berdasarkan Lampiran A atau
Lampiran B;

(b) Bahwa suatu bahan kimia yang tercantum ddlampiran A yang mendapat pengecualian secara khusus
atas produksi atau penggunaannya atau suatu bamsa Yang tercantum dalam Lampiran B yang
mendapat pengecualian khusus terhadap pengguraapratiuksi atau penggunaan untuk tujuan khusus,
dengan menimbang setiap ketentuan terkait dalatnumen persetujuan dini internasional yang ada,
diekspor hanya:

() Untuk tujuan pembuangan yang berwawasan lingka sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6

ayat (1) huruf d;

(i) Kepada suatu Pihak yang diizinkan menggunabaman kimia tersebut berdasarkan Lampiran A atau

Lampiran B; atau

(i) Kepada suatu Negara bukan Pihak atas Konvengiang telah memberikan suatu sertifikasi tamna

kepada Pihak yang mengekspor. Sertifikasi terseljib menyebutkan rencana penggunaan bahan
kimia dan memuat suatu pernyataan bahwa, sehubuegayan bahan kimia dimaksud, Negara yang
mengimpor terikat untuk:

a. Melindungi kesehatan manusia dan lingkungaruphidengan mengambil tindakan yang
diperlukan untuk meminimalkan atau mencegah petepas

b. Menaati ketentuan Pasal 6 ayat (1); dan

c. Menaati, apabila sesuai, ketentuan Lampiran @aBell ayat (2).

Sertifikasi wajib pula menyertakan dokumen pendgkwang diperlukan, seperti peraturan
perundang-undangan, instrumen pengaturan, ataumzedadministratif atau pedoman kebijakan.

Pihak yang mengekspor wajib mengirimkan sertifikasiebut kepada Sekretariat dalam waktu enam
puluh hari sejak penerimaan.

(c) Bahwa suatu bahan kimia yang tercantum dalamgiran A, yang pengecualian secara khusus terhadap
produksi dan penggunaannya tidak lagi berlaku ursetiap Pihak, tidak dapat diekspor dari Pihak
tersebut kecuali untuk tujuan pembuangan yang heasan lingkungan hidup sebagaimana yang
dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d;

52



(d) Untuk tujuan ayat ini, istilah “Negara yangkhn Pihak Konvensi ini” meliputi, mengenai suatinda
kimia tertentu, Negara atau organisasi integrasnekni regional yang belum menyetujui untuk terikat
dengan Konvensi mengenai bahan kimia tertentu.

3. Setiap Pihak yang memiliki satu atau lebih sk@e@gaturan dan penilaian untuk pestisida barulzaan
kimia industri baru wajib mengambil tindakan untukengatur hal tersebut dengan tujuan untuk mencegah
produksi dan penggunaan pestisida baru atau baimaia kndustri baru, dengan menggunakan kriteria
dalam Lampiran D ayat (1), yang menunjukkan kargtik bahan pencemar organik yang persisten.

4. Setiap Pihak yang memiliki satu atau lebih skeraagaturan atau penilaian untuk pestisida ataarbah
kimia industri wajib, bila sesuai, mempertimbangkana kriteria dalam Lampiran D ayat (1) di dalam
skema tersebut pada saat melakukan penilaianipastitau bahan kimia industri yang sedang digunakan

5. Kecuali terdapat ketentuan lain dalam Konvemisidyat 1 dan 2 tidak berlaku untuk sejumlah batiaria
yang digunakan untuk penelitian di laboratoriunuagabagai suatu standar rujukan.

6. Setiap Pihak yang memiliki pengecualian khusssiai dengan Lampiran A atau suatu pengecualiasushu
atau suatu tujuan yang dapat diterima sesuai delcgapiran B wajib mengambil tindakan yang memadai
untuk menjamin bahwa setiap produksi atau penggupaagecualian atau tujuan tersebut dilaksanakan
dengan suatu cara yang mencegah atau meminimadifzargn terhadap manusia dan pelepasan ke dalam
lingkungan hidup. Untuk penggunaan yang dikecualiitgau tujuan yang dapat diterima yang melibatkan
pelepasan secara sengaja ke dalam lingkungan higiigasarkan kondisi penggunaan normal, pelepasan
tersebut wajib ke tingkat seminimum mungkin, dengampertimbangkan setiap standar dan pedoman
yang dapat diterapkan.

Pasal 4
Daftar pengecualian khusus

1. Svuatu Daftar dengan ini ditetapkan untuk tujmaengidentifikasi Para Pihak yang telah memperoleh
pengecualian khusus yang tercantum dalam Lampiraatédi Lampiran B. Daftar ini tidak akan
mengidentifikasi para Pihak yang dapat memanfaaketantuan dalam Lampiran A atau Lampiran B
yang berlaku untuk para Pihak. Daftar tersebutdzeri bawah pengawasan Sekretariat dan terbuka bagi
masyarakat umum.

2. Daftar tersebut wajib meliputi:
(&) Suatu daftar jenis-jenis pengecualian khusag yhasilkan dari Lampiran A dan Lampiran B;

(b) Suatu daftar para Pihak yang memperoleh suanggrualian khusus yang dicantumkan
berdasarkan Lampiran A atau Lampiran B; dan

(c) Suatu daftar tanggal batas akhir untuk seteqmpcualian khusus yang didaftarkan.

3. Setiap Negara dapat, untuk menjadi Pihak, dergaa suatu notifikasi tertulis kepada Sekretariat,
mendaftar untuk satu atau lebih jenis pengecudtiamnsus yang tercantum dalam Lampiran A atau
Lampiran B.

4. Kecuali suatu tanggal yang lebih awal ditentukiatam Daftar tersebut oleh suatu Pihak, atau suatu
perpanjangan diberikan menurut ayat (7), seluruidaiaran pengecualian khusus wajib berakhir lima
tahun setelah tanggal Konvensi mengenai bahan kertientu ini berlaku.

5. Pada sidang pertamanya, Konferensi Para Pihak memutuskan proses peninjauannya untuk masukan
dalam Daftar tersebut.

6. Sebelum peninjauan terhadap suatu registrasidddam Daftar, Pihak yang berkepentingan akan
menyampaikan suatu laporan kepada Sekretariat ®enfiprmasi mengenai kebutuhannya akan adanya
pengecualian tersebut. Laporan tersebut wajib diadeoleh Sekretariat kepada semua Pihak. Penmjaua
suatu pendaftaran dilaksanakan dengan memanfaatf@masi yang tersedia. Selanjutnya, Konferensi
Para Pihak, apabila diperlukan dapat membuat rekdase-rekomendasi kepada Pihak yang
berkepentingan.
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Konferensi Para Pihak, atas permintaan dari kPyeng berkepentingan, dapat memutuskan untuk
memperpanjang tanggal batas akhir suatu pengecugtiasus untuk suatu periode hingga lima tahun.
Dalam membuat keputusannya, Konferensi Para Pifzgib yvinembuat pertimbangan yang saksama dari
keadaan khusus Para Pihak negara berkembang daRiRak dengan ekonomi dalam transisi.

Suatu Pihak, sewaktu-waktu, dapat menarik diri Daftar pengecualian khusus tersebut dengafikasii
tertulis kepada Sekretariat. Penarikan diri tersefajib berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam
notifikasi.

Dalam hal tidak ada lagi Pihak yang terdaftaiukirsuatu jenis pengecualian khusus tertentu, tatek
pendaftaran baru yang dibuat mengenai hal itu.

Pasal 5
Tindakan mengurangi atau menghentikan pelepasan
dari produk yang tidak disengaja

Setiap Pihak wajib sekurang-kurangnya mengamhdtan berikut di bawah ini untuk mengurangi pelepas
total yang berasal dari sumber antropogenik sdiegpan kimia yang tercantum dalam Lampiran C, dengan
tujuan meminimalkannya terus-menerus dan, apahilegkin, penghentian pada akhirnya:

(@)

(b)

(€)

Mengembangkan suatu rencana aksi atau, apadvila, suatu rencana aksi regional atau subregional
dalam dua tahun sejak tanggal berlakunya Konvemsdan selanjutnya melaksanakan rencana tersebut
sebagai bagian dari rencana pelaksanannya yangukigsn dalam Pasal 7, dirancang untuk diidentifikas
menggolongkan dan mengatasi pelepasan bahan kianig tercantum dalam Lampiran C dan untuk
memfasilitasi implementasi sub-ayat huruf (b) saingud-ayat huruf (e). Rencana aksi tersebut wajib
meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

() Suatu evaluasi atas pelepasan yang berlangsungedkinaan pelepasan di masa mendatang, yang
meliputi pengembangan dan pemeliharaan sumber taweasi dan perkiraan pelepasan, dengan
mempertimbangkan kategori sumber yang ditentukéandaampiran C;

(i) Suatu evaluasi keefektifan hukum dan kebifakdari Pihak yang berkaitan dengan pengelolaan
pelepasan tersebut;

(i) Strategi untuk memenuhi kewajiban ayat irengan menimbang hasil evaluasi dalam (i) dan (ii);

(iv) Langkah untuk mempromosikan pendidikan danafifghn, serta kesadaran mengenai strategi
tersebut;

(v) Suatu peninjauan lima tahun sekali terhadegieqgi tersebut dan keberhasilannya dalam memenuhi
kewajiban ayat ini; peninjauan tersebut wajib tkopadalam laporan yang disampaikan menurut
Pasal 15;

(vi) Suatu jadwal untuk pelaksanaan rencana aksig meliputi strategi dan tindakan yang telah
diidentifikasi di dalamnya;

Mempromosikan penerapan tindakan yang memukgkinlayak, dan praktis yang dapat secara cepat
mencapai suatu tingkat nyata dan berarti dalamyangan pelepasan atau penghentian sumber;

Mempromosikan pengembangan dan, apabila dignggesuai, mensyaratkan penggunaan bahan
pengganti atau bahan yang dimodifikasi, produk gaxses untuk mencegah pembentukan dan pelepasan
bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran C, demgampertimbangkan pedoman umum mengenai
tindakan pencegahan dan pengurangan pelepasan Halapiran C dan pedoman yang akan diadopsi
oleh keputusan Konferensi Para Pihak;
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(d) Mempromosikan dan, sesuai dengan jadwal pebalesarencana aksinya, mensyaratkan penggunaan

()

teknik terbaik yang tersedia bagi sumber baru dédatagori sumber yang telah diidentifikasi olehtaua
Pihak sebagai penjamin aksi tersebut dalam renaksiaya, dengan fokus awal tertentu pada kategori
sumber yang diidentifikasi dalam Lampiran C BagilanDalam setiap keadaan, persyaratan untuk
menggunakan teknik terbaik yang tersedia bagi suimel dalam kategori yang tercantum dalam Bagian
II Lampiran tersebut wajib dimulai secara bertalsegegera mungkin agar dapat dilaksanakan, tetapi
tidak lebih dari empat tahun setelah Konvensi mbkilaku untuk Pihak tersebut. Bagi kategori yang
diidentifikasi, Para Pihak wajib mempromosikan pgungaan praktik lingkungan hidup yang terbaik.
Dalam menerapkan teknik terbaik yang tersedia daktif lingkungan hidup terbaik, Para Pihak harus
mempertimbangkan pula pedoman umum mengenai tindpkacegahan dan pengurangan pelepasan
dalam Lampiran dan pedoman mengenai teknik terpailg tersedia dan praktik lingkungan hidup
terbaik yang diadopsi melalui keputusan Konfer@&ssia Pihak;

Mempromosikan, sesuai dengan rencana aksimygygonaan teknik terbaik yang tersedia dan praktik
lingkungan hidup terbaik:

() Untuk sumber yang ada, dalam kategori sumlaagytercantum dalam Lampiran C Bagian Il dan
dalam kategori sumber seperti yang tercantum d8lagman Il Lampiran tersebut; dan

(i)  Untuk sumber baru, dalam kategori sumber gepang tercantum dalam Lampiran C Bagian Il
yang belum ditangani oleh suatu Pihak berdasanidaragat huruf (d).

Dalam menerapkan teknik terbaik yang tersedia daktig lingkungan hidup yang terbaik, Para Pihakuka
mempertimbangkan pedoman umum mengenai tindakacegehan dan pengurangan pelepasan dalam
Lampiran C dan pedoman mengenai teknik tersedig yanbaik dan praktik lingkungan hidup yang terbaik
yang diadopsi melalui keputusan Konferensi Paral®ih

() Untuk tujuan ayat ini dan Lampiran C:

0] “Teknik terbaik yang tersedia” berarti tahap ygmging efektif dan maju dalam pengembangan
aktivitas dan metode pelaksanaan yang menunjukkaaskiaian dalam praktik dari teknik khusus
untuk menyediakan secara prinsip dasar pembatasdapgsan yang dirancang untuk mencegah
dan, apabila tidak dapat dipraktikkan, secara urantuk mengurangi pelepasan bahan kimia yang
tercantum dalam Lampiran C Bagian | dan dampakrefhatap lingkungan hidup secara
keseluruhan. Dalam hal demikian:

(i)  “Teknik” meliputi baik teknologi yang digunakanammpun cara bagaimana instalasi tersebut
dirancang, dibangun, dipelihara, dioperasikan,dibaentikan;

(i) Teknik yang “tersedia” berarti teknik yangapat diakses operator dan yang dikembangkan pada
suatu tingkat yang memungkinkan pelaksanaan doséktlustri yang terkait, dalam kondisi yang
layak secara ekonomis dan teknis, dengan mempentightan biaya dan keuntungan; dan

(iv) “Terbaik” berarti paling efektif dalam mencap@ngkat umum yang tinggi dari perlindungan
lingkungan hidup secara keseluruhan;

(v) “Praktik lingkungan hidup terbaik” berarti penapan kombinasi yang paling sesuai dengan tindakan
dan strategi pengendalian lingkungan hidup;

(vi) "Sumber baru” berarti setiap sumber yang kot atau modifikasi substansialnya dimulai sekgra
kurangnya satu tahun setelah tanggal dari:

a. Pemberlakuan Konvensi ini bagi Pihak yang bexkipgan; atau

b. Pemberlakuan bagi Pihak yang berkepentingansdatu amendemen terhadap Lampiran C yang
sumbernya diatur dalam ketentuan Konvensi ini detgaidasarkan amendemen tersebut.
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(g) Nilai batas pelepasan atau standar pelaksadapat digunakan oleh suatu Pihak untuk memenuhi
komitmennya bagi teknik terbaik yang tersedia beadean ayat ini.

Pasal 6
Tindakan mengurangi atau menghentikan pelepasan
dari timbunan bahan dan limbah

1. Untuk menjamin bahwa timbunan bahan yang tead&$s atau mengandung bahan kimia yang tercantum
baik dalam Lampiran A maupun Lampiran B dan limbgmg meliputi produk dan bahan yang menjadi
limbah, yang terdiri atas, yang mengandung ataig yarcemar dengan suatu bahan kimia yang tercantum
dalam Lampiran A, Lampiran B, atau Lampiran C, Hile dengan cara sedemikian rupa untuk
melindungi kesehatan manusia dan lingkungan higeiiap Pihak wajib:

(& Mengembangkan strategi yang sesuai untuk mentifitkasi:

0] Timbunan bahan yang terdiri atas atau yang rmedgng bahan kimia yang tercantum baik
dalam Lampiran A maupun Lampiran B; dan

(i)  Produk dan barang yang digunakan dan limbaigyardiri atas, yang mengandung atau yang
tercemar oleh suatu bahan kimia yang tercantunmdatempiran A, B, atau C;

(b)  Mengidentifikasi, sampai pada tingkat dapaaldibnakan, timbunan bahan yang terdiri atas atau
yang mengandung bahan kimia yang tercantum baiknddlampiran A maupun Lampiran B
dengan menggunakan strategi-strategi sebagaimanakslid pada ketentuan sub-ayat huruf (a);

(c) Mengelola timbunan bahan, sebagaimana layakmgmgan cara yang aman, efisien, dan
berwawasan lingkungan. Timbunan bahan kimia yarngatéum baik dalam Lampiran A maupun
Lampiran B, setelah tidak lagi dibolehkan untukutigkan sesuai dengan pengecualian khusus
yang ditentukan dalam Lampiran A atau suatu pergjecukhusus atau tujuan yang dapat diterima
yang ditentukan dalam Lampiran B, kecuali timbubahan yang dibolehkan untuk diekspor sesuai
dengan Pasal 3 ayat (2), wajib dianggap sebaghalindan wajib dikelola sesuai dengan sub-ayat
huruf (d);

(d)  Mengambil tindakan yang layak sehingga limbadsebut, yang meliputi produk dan barang yang
kemudian menjadi limbah:

0] Ditangani, dikumpulkan, diangkut, dan disimpan dengara yang berwawasan lingkungan;

(i)  Dibuang dengan suatu cara sedemikian rupa sehikggdungan bahan pencemar organik
yang persisten tersebut dihancurkan atau diubaéns&hn rupa sehingga muatan bahan
tersebut tidak lagi memperlihatkan karakteristikdra pencemar organik yang persisten atau
sebaliknya dibuang dengan cara yang berwawasakuliiggn apabila penghancuran atau
perubahan bentuk yang tidak dapat kembali bukampad&n pilihan yang lebih berwawasan
lingkungan atau kandungan bahan pencemar organil parsisten tersebut rendah, dengan
mempertimbangkan pula aturan, standar, dan pedartemnasional, yang meliputi pula hal-
hal yang dapat dikembangkan menurut ayat 2, darmaseengan rezim global dan regional
yang mengatur pengelolaan limbah berbahaya;

(i) Tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan pemalmgan yang dapat mengarah pada
pemulihan, daur ulang, reklamasi, penggunaan kénsbahra langsung, atau penggunaan
alternatif bahan pencemar organik yang persistasebet; dan

(iv) Tidak diangkut melintasi batas internasiorehga mematuhi aturan, standar, dan pedoman
internasional yang relevan;

(e) Berusaha untuk mengembangkan strategi yangaisesntuk mengidentifikasi lokasi yang

terkontaminasi oleh bahan kimia yang tercantumrddlampiran A, B, atau C; apabila remediasi
lokasi tersebut dilakukan hal itu wajib dilaksanakizngan cara yang berwawasan lingkungan.
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2.

Konferensi Para Pihak wajib bekerja sama seemdengan badan-badan terkait dari Konvensi Basel
tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas LiBéddahaya dan Pembuangannya untuk, antara lain:

(8 Menetapkan tingkat kerusakan dan perubahatulbgang tidak dapat kembali seperti semula untuk
menjamin bahwa karakteristik bahan pencemar orggaitg persisten sebagaimana ditentukan
dalam Lampiran D ayat (1) tidak dimunculkan;

(b) Menentukan apa yang dianggap sebagai metoug ryeerupakan pembuangan yang berwawasan
lingkungan sebagaimana dimaksud di atas; dan

(c) Bekerja untuk menetapkan, sebagaimana layakimgkat konsentrasi bahan kimia yang tercantum
dalam Lampiran A, B, dan C untuk menentukan kandoritphan pencemar organik yang persisten
yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (olyioxtir (ii).

Pasal 7
Rencana pelaksanaan

1. Setiap Pihak wajib:

(@) Mengembangkan dan mengusahakan untuk melddesanauatu rencana bagi pelaksanaan
kewajibannya berdasarkan Konvensi ini;

(b)  Menyampaikan rencana pelaksanaanya kepadakans Para Pihak dalam waktu dua tahun sejak
tanggal Konvensi ini mulai berlaku terhadapnya; dan

(c) Meninjau dan memperbarui, sebagaimana dipanjukencana pelaksanaannya secara berkala dan
dengan suatu cara yang ditentukan melalui suatutésan Konferensi Para Pihak.

Para Pihak wajib, jika diperlukan, bekerja sameara langsung atau melalui organisasi globgiomal,
dan sub-regional, dan berkonsultasi dengan pematkgkentingan nasionalnya, termasuk kelompok
perempuan dan kelompok yang terlibat dalam kesehatek, untuk memfasilitasi pengembangan,
pelaksanaan, dan pembaruan rencana pelaksanaannya.

Para Pihak wajib mengusahakan untuk memanfaatkan, jika perlu, menetapkan cara untuk
mengintegrasikan rencana pelaksanaan nasional u@b&n pencemar organik yang persisten dalam
strategi pembangunannya yang berkelanjutan jikaklay

Pasal 8
Pencantuman bahan kimia dalam Lampiran A, B, dan C

Satu Pihak dapat menyampaikan suatu usulard&epekretariat untuk mencantumkan suatu bahan kimia
dalam Lampiran A, B dan/atau C. Usulan tersebutibvajemuat informasi yang ditentukan dalam
Lampiran D. Dalam mengembangkan usulan, satu Rihpkt dibantu oleh Para Pihak lain dan/atau oleh
Sekretariat.

Sekretariat wajib melakukan verifikasi apakailan tersebut memuat informasi yang ditentukaardal
Lampiran D. Apabila berdasarkan pertimbangan Sekedtusulan tersebut memuat informasi seperti yang
ditentukan, Sekretariat wajib meneruskan usulasetart kepada Komisi Peninjau Bahan Pencemar
Organik yang Persisten.

Komisi wajib menguji usulan tersebut dan menlesapkriteria penyeleksian yang ditentukan dalam
Lampiran D secara fleksibel dan transparan, dengampertimbangkan seluruh informasi yang diberikan
secara menyeluruh dan seimbang.

Apabila Komisi memutuskan bahwa:
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(& Komisi menerima bahwa kriteria penyeleksidahtedipenuhi, Komisi wajib, melalui Sekretariat,
membuat usulan dan evaluasi Komisi tersedia unarkus Pihak dan pengamat dan meminta
mereka untuk menyampaikan informasi yang ditentueam Lampiran E; atau

(b)  Komisi memutuskan bahwa kriteria penyeleksidak dipenuhi, Komisi wajib, melalui Sekretariat,
menginformasikan kepada semua Pihak dan pengamathdmbuat usulan serta evaluasi Komisi
tersebut tersedia untuk semua Pihak dan usulab dibaikan.

Setiap Pihak dapat menyampaikan kembali suatlamsyang telah diabaikan kepada Komisi sesuai
dengan ayat (4). Penyampaian kembali dapat pulacakep pertimbangan-pertimbangan dari Pihak
tersebut serta pembenaran untuk pertimbangan tanbaleh Komisi. Apabila, dengan mengikuti
prosedur ini, Komisi kembali mengabaikan usulamaRitersebut dapat menyanggah keputusan Komisi
tersebut dan Konferensi Para Pihak wajib mempedimgkan masalah tersebut pada persidangan
berikutnya. Konferensi Para Pihak dapat memutudbardasarkan kriteria penyeleksian dalam Lampiran
D dan mempertimbangkan evaluasi Komisi dan setifigrinasi tambahan yang disediakan oleh setiap
Pihak atau pengamat, bahwa usulan dapat dilanjutkan

Apabila Komisi telah memutuskan bahwa kriteeayeleksian telah dipenuhi, atau Konferensi PanakPi
telah memutuskan bahwa usulan tersebut harus wutikam, Komisi wajib meninjau lebih lanjut usulan
tersebut, dengan mempertimbangkan setiap infortaasibahan yang relevan yang diterima, dan wajib
menyiapkan suatu rancangan profil risiko sesuagderLampiran E. Komisi wajib, melalui Sekretariat,
membuat rancangan tersebut terbuka untuk dilihebh ddlemua Pihak dan pengamat, menghimpun
komentar teknis dari mereka dan, dengan mempertigkaa komentar tersebut, melengkapi profil risiko
dari rancangan tersebut.

Apabila, berdasarkan profil risiko yang dilakakan sesuai dengan Lampiran E, Komisi memutuskan:

(a) Bahwa bahan kimia kemungkinannya merupakait ttas pengangkutan lingkungan hidup jarak
jauh yang menimbulkan pengaruh penting yang meamgkesehatan manusia dan/atau lingkungan
hidup sehingga kegiatan global itu dijamin, makalars wajib dilanjutkan. Kurangnya kepastian
ilmiah tidak menghalangi usulan untuk dilanjutkdomisi wajib, melalui Sekretariat, meminta
informasi dari semua Pihak dan pengamat yang bertgam dengan kriteria-kriteria yang
ditentukan dalam Lampiran F. Komisi kemudian wajilenyiapkan suatu evaluasi pengelolaan
risiko yang meliputi suatu kajian terhadap kemungki tindakan pengendalian untuk bahan kimia
sesuai dengan Lampiran tersebut; atau

(b) Bahwa usulan tersebut tidak seharusnya dilleajiy Komisi wajib, melalui Sekretariat, membuat
profil risiko tersedia bagi semua Pihak dan pendatan mengabaikan usulan tersebut.

Untuk setiap usulan yang diabaikan menurut keganayat (7) huruf b, suatu Pihak boleh meminta
Konferensi Para Pihak mempertimbangkan untuk metmgiksikan Komisi agar meminta informasi
tambahan dari Pihak yang mengusulkan dan Para Rilm&elama suatu periode yang tidak lebih dati sa
tahun. Setelah periode tersebut dan berdasarkaorma$i yang diterima, Komisi wajib
mempertimbangkan kembali usulan tersebut sesud @ydengan prioritas untuk diputuskan oleh
Konferensi Para Pihak. Apabila, dengan mengikutispdur ini, Komisi mengabaikan kembali usulan,
Pihak tersebut dapat menyanggah keputusan Komiskdaferensi Para Pihak wajib mempertimbangkan
hal tersebut pada persidangan berikutnya. Konfefeasa Pihak dapat memutuskan, berdasarkan profil
risiko yang disiapkan sesuai dengan Lampiran Erdampertimbangkan evaluasi Komisi serta informasi
tambahan lainnya yang diberikan oleh setiap Pittak @engamat, bahwa usulan tersebut seharusnya
dilanjutkan. Apabila Konferensi Para Pihak memutuiskahwa usulan tersebut wajib dilanjutkan, Komisi
kemudian akan menyiapkan evaluasi pengelolaarorisik

Komisi wajib, berdasarkan profil risiko sebagaima dimaksud dalam ayat (6) dan evaluasi pengelolaa
risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huaifa ayat (8), merekomendasikan apakah bahan kimia
tersebut seharusnya dipertimbangkan oleh Konfeeas Pihak untuk dicantumkan dalam Lampiran A,
B dan/atau C. Konferensi Para Pihak, dengan mempmmgkan rekomendasi Komisi, yang meliputi
setiap ketidakpastian ilmiah, wajib memutuskan,gaenberhati-hati, apakah mencantumkan bahan kimia
tersebut dan menentukan tindakan-tindakan pengandatkait, dalam Lampiran A, B dan/atau C.
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Pasal 9
Pertukaran I nfor masi

Setiap Pihak wajib memfasilitasi atau melaksangsertukaran informasi yang relevan untuk:

(a) Pengurangan atau penghentian produksi, pengguien pelepasan bahan pencemar organik yang
persisten; dan

(b)  Alternatif untuk bahan pencemar organik yangsiséen, yang meliputi informasi yang berkaitan
dengan risikonya serta biaya ekonomi dan sosialnya.

Para Pihak wajib bertukar informasi sebagaindinsmksud dalam ayat (1) secara langsung atau umelal
Sekretariat.

Setiap Pihak wajib menunjuk suaitional focal point untuk pertukaran informasi tersebut.

Sekretariat wajib berfungsi sebagai mekanismlaitkliring untuk informasi tentang bahan pencemar
organik yang persisten, yang meliputi informasi gadiberikan oleh Para Pihak, organisasi
antarpemerintah, dan organisasi nonpemerintah.

Untuk tujuan Konvensi ini, informasi mengenas&hatan dan keselamatan manusia dan lingkungap hid
dianggap sebagai informasi yang dapat diketahdi pleblik. Para Pihak yang bertukar informasi lain
menurut Konvensi ini wajib melindungi informasi eslia sebagaimana disepakati bersama.

Pasal 10
Informasi, kesadaran, dan pendidikan masyar akat

Setiap Pihak wajib, sesuai kemampuannya, mengsiian dan memfasilitasi:

(@) Kesadaran antar para pembuat kebijakan dartdksmnya mengenai bahan pencemar organik yang
persisten;

(b) Penyediaan kepada masyarakat seluruh inforyeang tersedia mengenai bahan pencemar organik
yang persisten, dengan mempertimbangkan Pasat §5ya

(c) Pengembangan dan pelaksanaan, khususnya haghgpen, anak-anak, dan warga yang kurang
terdidik, program pendidikan dan kesadaran masganalengenai bahan pencemar organik yang
persisten, serta pengaruh terhadap kesehatamgdnigan hidupnya dan alternatifnya;

(d) Partisipasi masyarakat dalam mengatasi bahacepgar organik yang persisten dan pengaruh
kesehatan dan lingkungan hidupnya dan dalam meragggkbn tanggapan yang memadai, yang
meliputi peluang untuk memberikan masukan padakéinghasional mengenai pelaksanaan
Konvensi ini;

(e) Pelatihan para pekerja, ilmuwan, pendidik, parsonil teknis dan manajerial;

) Pengembangan dan pertukaran materi pendidikainkeésadaran masyarakat pada tingkat nasional
dan internasional; dan

(90 Pengembangan dan pelaksanaan program pendidikanpelatihan pada tingkat nasional dan
internasional.

Setiap Pihak wajib, sesuai kemampuannya, menjddahwa masyarakat mempunyai akses terhadap

informasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam @yadan bahwa informasi tersebut selalu
diperbarui sesuai perkembangan yang terjadi.
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Setiap Pihak wajib, sesuai kemampuannya, mendopara pengguna industri dan profesional untuk
mempromosikan dan memfasilitasi penyediaan inforrsabagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada
tingkat nasional dan, jika layak, pada tingkat eginal, regional, dan global.

Dalam menyediakan informasi mengenai bahan pesicerganik yang persisten dan alternatifnya, Para
Pihak dapat menggunakan lembar data keselamaporata media massa, dan alat komunikasi lain, dan
dapat mendirikan pusat informasi pada tingkat medidan regional.

Setiap Pihak wajib memberikan pertimbangan ysingpatik untuk pengembangan mekanisme, seperti
pelepasan bahan pencemar dan daftar transfer, petugumpulan dan penyebaran informasi mengenai
perkiraan jumlah tahunan bahan kimia yang tercardafam Lampiran A, B, atau C yang dilepas atau
yang dibuang.

Pasal 11
Penelitian, pengembangan, dan pemantauan
Para Pihak wajib, sesuai kemampuannya, pad&atingasional dan internasional, mendorong dan/atau
melakukan penelitian yang sesuai, pengembangargrmiaman, dan kerja sama mengenai bahan pencemar
organik yang persisten dan, apabila relevan, teghatternatifnya dan bakal bahan pencemar orgaarilg y
persisten, yang meliputi:

(8 Sumber dan pelepasan bahan tersebut ke dalgkutigan hidup;

(b) Keberadaan, tingkat, dan kencenderungan babkeasebut terhadap kesehatan manusia dan
lingkungan hidup;

(c) Perpindahan oleh lingkungan, keberadaan, darbphan bentuk;
(d) Pengaruh terhadap kesehatan manusia dan ligghundup;

(e) Dampak sosial-ekonomi dan budaya;

)] Pengurangan pelepasan dan/atau penghentian; dan

(@) Metode yang diharmoniskan untuk membuat peadatiari sumber penghasil dan teknis analisis
untuk pengukuran pelepasan.

Dalam melaksanakan kegiatan yang diatur dalan(a), Para Pihak wajib, sesuai kemampuannya:

(@ Mendukung dan mengembangkan lebih lanjut, jd&gak, program internasional, jaringan, dan
organisasi yang ditujukan untuk menentukan, meladsan, menilai, dan membiayai penelitian,
pengumpulan data dan pemantauan, dengan mempentjkdra kebutuhan untuk meminimalkan
upaya yang bersifat pengulangan;

(b)  Mendukung upaya nasional dan internasional kumd@mperkuat kemampuan ilmiah dan teknik
nasional, khususnya di negara berkembang dan nedgagan ekonomi dalam transisi, dan untuk
mempromosikan akses terhadap, dan pertukaranddgai dan analisis;

(c) Mempertimbangkan kepedulian dan kebutuhan, Wdmys di bidang sumber keuangan dan teknis,
dari negara berkembang dan negara dengan ekondem deansisi dan bekerja sama dalam
memperbaiki kemampuan nya untuk berpartisipasindalpaya sebagaimana dimaksud dalam sub-
ayat huruf (a) dan (b);

(d) Melakukan kerja penelitian yang diarahkan paplaya mengurangi pengaruh dari bahan pencemar
organik yang persisten terhadap kesehatan reprigpduks

(e) Menjadikan hasil penelitiannya, kegiatan pertlgmgan dan pemantauan sebagaimana dimaksud
dalam ayat ini dapat diakses masyarakat secaravapéu dan teratur; dan
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(H  Mendorong dan/atau melakukan kerja sama mengamayimpanan dan pemeliharaan informasi
yang dihasilkan dari penelitian, pengembangan paésmantauan.

Pasal 12
Bantuan teknis

Para Pihak mengakui bahwa pemberian bantuaistgng tepat waktu dan memadai dalam menanggapi
permintaan dari Para Pihak negara berkembang den Hfhak dengan ekonomi dalam transisi adalah
penting bagi keberhasilan pelaksanaan Konvensi ini;

Para Pihak wajib bekerja sama untuk membefamuan teknis yang tepat waktu dan memadai bagi Pa
Pihak negara berkembang dan Para Pihak negarardekgaomi dalam transisi, untuk membantunya,
dengan mempertimbangkan kebutuhan khususnya, unémgembangkan dan memperkuat kapasitasnya
untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Koniréns

Dalam hubungan ini, bantuan teknis untuk dizeridari Para Pihak negara maju, dan Para Pihahkyiai
sesuai dengan kemampuannya, wajib meliputi, setegei layaknya dan disepakati bersama, bantuan
teknis untuk pengembangan kapasitas yang berkaiemgan pelaksanaan kewajiban berdasarkan
Konvensi ini. Pedoman lebih lanjut mengenai iniedikan oleh Konferensi Para Pihak;

Para Pihak wajib menetapkan, sebagaimana lggakengaturan untuk tujuan memberikan bantuarigekn
dan mempromosikan alih teknologi kepada Para Pimadara berkembang dan Para Pihak dengan
ekonomi dalam transisi yang berhubungan untuk galakan Konvensi ini. Pengaturan ini wajib meliputi
pusat regional dan sub-regional untuk pengembakgpasitas dan alih teknologi untuk membantu Para
Pihak negara berkembang dan Para Pihak denganrakdatam transisi untuk memenuhi kewajibannya
berdasarkan Konvensi ini. Pedoman lebih lanjut reeagini wajib diberikan oleh Konferensi Para Pthak

Para Pihak wajib, dalam konteks Pasal ini, negtimpbangkan secara sungguh-sungguh kebutuhan dan
situasi khusus dari negara yang kurang berkembamgnegara pulau kecil yang sedang berkembang
dalam kegiatannya mengenai bantuan teknis.

Pasal 13
Sumber dan mekanisme keuangan

Setiap Pihak menjamin untuk memberikan, seseanaknpuannya, dukungan keuangan dan insentif
terhadap kegiatan nasional tersebut yang dimaksudikuk mencapai tujuan Konvensi ini sesuai dengan
rencana, prioritas, dan program nasional.

Para Pihak negara maju wajib menyediakan sulkdugngan baru dan tambahan untuk memungkinkan
Para Pihak negara berkembang dan Para Pihak ndgagan ekonomi dalam transisi untuk memenuhi

tambahan biaya keseluruhan yang disetujui darikpatan tindakan yang memenuhi kewajibannya

berdasarkan Konvensi ini seperti yang disetujuaentPihak penerima dan badan yang berpartisipasi
dalam mekanisme yang disebutkan dalam ayat (6)a Piaak lainnya dapat pula atas dasar sukarela dan
sesuai dengan kemampuannya menyediakan sumbergegutansebut. Sumbangan dari sumber lain harus
pula didorong. Pelaksanaan komitmen ini wajib memipbangkan kebutuhan untuk kelayakan dapat

diperkirakan, penyediaan dana yang tepat waktukegentingan dari beban bersama antar Para Pihak
yang menyumbang.

Para Pihak negara maju, dan Para Pihak lainasesingan kemampuan dan sesuai dengan rencana,
prioritas, dan program nasionalnya, dapat pula negikdn kepada Para Pihak negara berkembang dan
Para Pihak dengan ekonomi dalam transisi menyedliaemdiri sumber keuangan untuk membantu
pelaksanaannya dari Konvensi ini melalui sumbar gthur bilateral, regional, dan multilateral.

Para Pihak negara berkembang akan melaksanakaitnmiennya secara efektif berdasarkan Konvensi ini

akan bergantung pada pelaksanaan efektif oleh IPiek negara maju atas komitmennya berdasarkan
Konvensi ini yang berkaitan dengan sumber keuand@amtuan teknis, dan alih teknologi.
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Fakta bahwa pembangunan ekonomi dan sosial yankglaejutan dan pemberantasan kemiskinan

merupakan prioritas pertama dan utama dari ParkRibgara berkembang akan dipertimbangkan secara
penuh, dengan mempertimbangkan kebutuhan akamgenjan kesehatan manusia dan lingkungan

hidup.

Para Pihak wajib mempertimbangkan secara peabhtikhan dan situasi khusus dari negara yang kurang
berkembang dan negara pulau kecil yang berkembalaghdindakannya mengenai pendanaan.

Suatu mekanisme untuk penyediaan sumber keuamgenmemadai dan berkelanjutan untuk Para Pihak
negara berkembang dan Para Pihak negara dengaonekdalam transisi berdasarkan hibah atau konsesi
untuk membantu dalam pelaksanaannya terhadap Ksindengan ini ditetapkan. Mekanisme tersebut
wajib berfungsi berdasarkan kewenangan, sebagaintayeknya, dan pedoman dari, dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada Konferensi Para Rih&lk tujuan Konvensi ini. Pelaksanaannya wajib
dipercayakan kepada satu atau lebih badan, yarigutiddadan internasional yang ada, sebagaimang yan
dapat diputuskan oleh Konferensi Para Pihak. Mekaai dapat pula meliputi badan lain yang
menyediakan bantuan keuangan dan teknis secardateudtl, regional, dan bilateral. Kontribusi untuk
mekanisme tersebut wajib menjadi tambahan untugaldgran keuangan lainnya kepada para Pihak negara
berkembang dan Para Pihak dengan ekonomi dalamsidraebagaimana tercermin dalam, dan sesuai
dengan ayat (2).

Sesuai dengan tujuan Konvensi ini dan ayat Kénferensi Para Pihak wajib pada sidang pertamanya
mengadopsi pedoman yang memadai untuk ditetapkda peekanisme tersebut dan wajib menyetujui
dengan badan atau badan-badan yang berpartisiglash dnekanisme keuangan atas pengaturan untuk
mempengaruhi atasnya. Pedoman tersebut wajib nasigantara lain:

(&) Penentuan kebijakan, strategi, dan prioritagyfam, serta kriteria dan pedoman yang jelas dan
terinci mengenai pemenuhan syarat untuk akses kegad pemanfaatan sumber keuangan yang
meliputi pemantauan dan evaluasi secara teratupearanfaatan tersebut;

(b) Penyediaan oleh badan atau badan-badan atesamaperatur kepada Konferensi Para Pihak
mengenai kelayakan dan keberlanjutan pendanaak ahktivitas yang relevan dengan pelaksanaan
Konvensi ini;

(c) Promosi pendekatan pendanaan multi sumber, misgka, dan pengaturan;

(d) Modalitas untuk penentuan dengan cara yang tddiperkirakan dan dapat diidentifikasi dari
jumlah dana yang diperlukan dan tersedia untukksalsaan Konvensi ini, dengan mengingat
bahwa penghapusan secara bertahap bahan pencgaaikgrang persisten mungkin memerlukan
pendanaan yang berkelanjutan, dan kondisi berdasgumlahnya wajib ditinjau secara berkala;
dan

(e) Modalitas untuk penyediaan bagi Para Pihak yaergepentingan akan bantuan dengan penilaian
kebutuhan, informasi mengenai sumber dana yangdierslan pola pendanaan untuk memfasilitasi
koordinasi antar mereka.

Konferensi Para Pihak wajib meninjau, tidak tebliari sidang kedua dan sesudahnya secara teratur,
keefektifan mekanisme tersebut yang ditetapkandsanttan Pasal ini, kemampuannya untuk mengatasi
kebutuhan yang berubah dari Para Pihak negara robekgg dan Para Pihak dengan ekonomi dalam
transisi, kriteria dan pedoman tersebut sebagaindimaksud dalam ayat (7), tingkat pendanaan serta
keefektifan kinerja dari badan kelembagaan yangrdgyakan untuk melaksanakan mekanisme keuangan
tersebut. Konferensi Para Pihak wajib, berdasankaninjauan tersebut, mengambil tindakan yang
diperlukan, apabila perlu, untuk meningkatkan kiei#ffen mekanisme, yang meliputi instrumen
rekomendasi dan pedoman mengenai tindakan untukjaman pendanaan yang memadai dan
berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Para Pihak.
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Pasal 14
Pengaturan keuangan sementara

Struktur kelembagaan da@lobal Environment Facility, yang dijalankan sesuai dengde Instrument for the
Establishment of the Restructured Global Environment Facility, wajib, untuk sementara, menjadi badan utama
yang dipercayai mengenai pelaksanaan mekanismengg@nasebagaimana dimaksud Pasal 13, untuk periode
antara tanggal mulai berlakunya Konvensi ini dataisg pertama Konferensi Para Pihak, atau hinggduwak
sebagaimana Konferensi Para Pihak memutuskan yardus kelembagaannya akan ditunjuk sesuai dengan
Pasal 13. Struktur kelembagaan dalobal Environment Facility harus memenuhi fungsi ini melalui tindakan
pelaksanaan yang terkait secara khusus dengan bakanemar organik yang persisten dengan
mempertimbangkan bahwa pengaturan baru untuk ha&pat diperlukan.

Pasal 15
Pelaporan

1. Setiap Pihak wajib melaporkan kepada Konfer@asa Pihak mengenai tindakan yang telah diambilnya
untuk melaksanakan ketentuan Konvensi ini dan meaidesefektifan tindakan tersebut dalam memenuhi
tujuan Konvensi.

2. Setiap Pihak wajib menyediakan untuk Sekretariat

(a) Data statistik mengenai jumlah total produkainynpor dan ekspor dari setiap bahan kimia yang
tercantum dalam Lampiran A dan Lampiran B atauipssk yang wajar dari data tersebut; dan

(b)  Sejauh dapat dilaksanakan, suatu daftar urgiaNeyang telah mengimpor setiap bahan tersebut
dan Negara yang telah mengekspor setiap bahabtérse

3. Pelaporan tersebut wajib dilakukan secara berkin dalam suatu format yang diputuskan oleh
Konferensi Para Pihak pada sidang pertamanya.

Pasal 16
Evaluas keefektifan

1. Dimulai empat tahun sejak tanggal pemberlakuanviénsi ini, dan secara berkala sesudahnya dengan
selang waktu yang diputuskan oleh Konferensi Panak? Konferensi wajib mengevaluasi keefektifan
dari Konvensi ini.

2. Dalam rangka memfasilitasi evaluasi tersebutnf&ensi Para Pihak wajib, pada sidang pertamanya,
memprakarsai penetapan pengaturan untuk menyedidkandengan data pemantauan yang dapat
diperbandingkan mengenai keberadaan bahan kimig s&oantum dalam Lampiran A, B, dan C serta
perpindahan oleh lingkungan hidup regional dan gloBengaturan tersebut:

(&) Wajib dilaksanakan oleh Para Pihak berdasarkiyah apabila layak, sesuai dengan kemampuan
teknis dan keuangannya, menggunakan program daamseke pemantauan yang ada sampai pada
tingkat yang memungkinkan dan mempromosikan harsashpendekatan;

(b) Dapat ditambahkan apabila perlu, dengan meinggahgkan perbedaan antara kawasan dan
kemampuannya untuk melaksanakan aktivitas pemamtdaa

(c) Wajib mencakup laporan kepada Konferensi PdalmkPmengenai hasil aktivitas pemantauan
berdasarkan regional dan global dengan selang weaktg akan ditentukan oleh Konferensi Para
Pihak.

3. Evaluasi yang dijelaskan dalam ayat (1) wajilakdianakan berdasarkan informasi ilmiah, lingkungan
hidup, teknis, dan ekonomi yang tersedia, yangpugli
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(a) Laporan dan informasi pemantauan lainnya yasepdtkan sesuai dengan ayat (2);
(b) Laporan nasional yang disampaikan sesuai delRgaal 15; dan

(c) Informasi ketidaktaatan yang dijelaskan menprosedur yang ditetapkan berdasarkan Pasal 17.

Pasal 17
K etidaktaatan

Konferensi Para Pihak wajib, sesegera mungkin, embgngkan dan menyetujui prosedur dan mekanisme
kelembagaan untuk menentukan ketidaktaatan dergfentklan Konvensi ini dan untuk perlakuan ParakPiha
yang diketahui tidak taat .

Pasal 18
Penyelesaian sengketa

1. Para Pihak wajib menyelesaikan setiap sengket@rsa mereka mengenai penafsiran atau penerapan
Konvensi ini melalui negosiasi atau cara damanigindari pilihan mereka sendiri.

2. Apabila meratifikasi, menerima, menyetujui, atmengaksesi Konvensi, atau pada setiap waktu
sesudahnya, suatu Pihak yang bukan organisasirasiegkonomi regional dapat menyatakan dalam
instrumen tertulis yang disampaikan kepada depodithwa, dengan memperhatikan setiap sengketa
mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi, Bihsdbut mengakui satu atau kedua cara penyelesaian
sengketa berikut sebagai kewajiban dalam kaitamnmyak setiap Pihak yang menerima kewajiban yang
sama:

(@) Arbitrase sesuai dengan prosedur yang akaropsadleh Konferensi Para Pihak dalam suatu
lampiran sesegera mungkin dilaksanakan;

(b) Penyampaian sengketa tersebut kepada Mahkartexrhdsional.

3. Suatu Pihak yang merupakan organisasi integkasiomi regional dapat membuat suatu pernyataag yan
dapat mengikat dalam hubungannya dengan arbitresgaisdengan prosedur sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf a.

4. Suatu pernyataan yang dibuat menurut ayat é2) ayat (3) wajib tetap berlaku hingga batas bémayéa
sesuai dengan persyaratannya atau sampai tiga bsdtelah pemberitahuan tertulis mengenai
pencabutannya yang telah disimpan kepada depositari

5. Batas akhir suatu pernyataan, suatu pemberitapeacabutan atau suatu pernyataan baru tidak boleh
dengan cara apa pun mempengaruhi penundaan lape@ada majelis arbitrase atau Mahkamah
Internasional, kecuali Para Pihak yang bersengketayetujui sebaliknya.

6. Apabila Para Pihak yang bersengketa belum meaegprosedur yang sama atau yang mana pun menurut
ayat (2), dan jika Para Pihak yang bersengketatbdlapat menyelesaikan sengketanya dalam waktu dua
belas bulan setelah notifikasi oleh satu pihak Bapgihak lain bahwa suatu sengketa telah terjatdir an
mereka, sengketa tersebut wajib diserahkan kepzata &omisi konsiliasi atas permintaan setiap Pihak
yang bersengketa. Komisi konsiliasi tersebut wajitenyampaikan suatu laporan disertai dengan
rekomendasi. Prosedur tambahan yang berkaitan ddamaisi perdamaian tersebut wajib dimasukkan
dalam suatu lampiran yang akan diadopsi oleh Kenf@rPara Pihak tidak lebih dari sidang keduanya.

Pasal 19
Konferens Para Pihak

1. Suatu Konferensi Para Pihak dengan ini dibentuk.
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2. Sidang pertama Konferensi Para Pihak wajib eligpgjarakan oleh Direktur Eksekutifnited Nations
Environment Programme tidak lebih dari satu tahun setelah pemberlakuanviénsi ini. Setelah itu,
sidang biasa Konferensi Para Pihak wajib diseleraga pada selang waktu yang teratur yang diputuska
oleh Konferensi.

3. Sidang luar biasa Konferensi Para Pihak wafeldnggarakan pada waktu lain yang dianggap p&hu o
Konferensi, atau atas permintaan tertulis darils@ahak dengan ketentuan permintaan tersebut diduku
oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari Para Pihak.

4. Konferensi Para Pihak wajib secara mufakat menyiedan mengadopsi pada sidang pertamanya, aturan
prosedur dan aturan keuangan untuk dirinya daapétidan pendukung, serta ketentuan keuangan yang
mengatur berfungsinya Sekretariat.

5. Konferensi Para Pihak wajib tetap meninjau setenus menerus dan mengevaluasi pelaksanaan Ksinven
ini. Konferensi wajib melaksanakan fungsi yang glitskan oleh Konvensi dan, untuk tujuan ini, wajib:

(@) Mendirikan, selanjutnya atas persyaratan af§gtladan pendukung bila dipandang perlu untuk
pelaksanaan Konvensi;

(b) Bekerja sama, apabila layak, dengan organigagrnasional yang kompeten serta badan
antarpemerintah dan nonpemerintah; dan

(c) Secara teratur meninjau seluruh informasi ydibgat tersedia untuk Para Pihak menurut Pasal 15,
yang meliputi pertimbangan keefektifan Pasal 3 &ahuruf b butir (jii);

(d) Mempertimbangkan dan melakukan tindakan tamtatag dapat disyaratkan untuk pencapaian
tujuan Konvensi.

6. Konferensi Para Pihak wajib, pada sidang pextgm, mendirikan suatu badan pendukung yang disebut
Komisi Peninjau Bahan Pencemar Organik yang Persisintuk tujuan pelaksanaan fungsi yang
ditetapkan kepada Komisi tersebut oleh Konvensilialam hubungan ini:

(@) Anggota Komisi Peninjau Bahan Pencemar Orggailg Persisten akan ditunjuk oleh Konferensi
Para Pihak. Keanggotaan Komisi tersebut wajib teedas para ahli yang ditunjuk pemerintah
dalam penilaian dan pengelolaan bahan kimia. Argggéomisi wajib ditunjuk berdasarkan
persebaran geografis yang seimbang;

(b)  Konferensi Para Pihak wajib memutuskan keraragkean, organisasi, dan kegiatan Komisi; dan

(c) Komisi wajib melakukan segala upaya untuk meiogsai rekomendasinya melalui konsensus.
Apabila semua upaya untuk mencapai konsensus téakasil, dan tidak dicapai konsensus,
rekomendasi tersebut wajib, sebagai upaya teradigidopsi oleh dua pertiga suara mayoritas dari
anggota yang hadir dan memberikan suara.

7. Konferensi Para Pihak wajib, pada sidangnya yeetiga, mengevaluasi kebutuhan lebih lanjut untuk
prosedur yang termuat dalam Pasal 3 ayat (2) hiwufyang meliputi pertimbangan mengenai
keefektifannya.

8. Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan khasudaylnternational Atomic Energy Agency, demikian
pula setiap Negara bukan Pihak Konvensi ini, daagkili pada sidang Konferensi Para Pihak sebagai
pengamat. Setiap lembaga atau badan, apakah Hagiandanternasional, pemerintah atau nonpemerintah
yang menguasai permasalahan yang tercakup oleheksinvdan yang telah memberitahukan Sekretariat
atas keinginannya untuk diwakili pada suatu sidéogferensi Para Pihak sebagai pengamat dapatrdéeri
kecuali sekurang-kurangnya sepertiga dari ParakBiaag hadir berkeberatan. Penerimaan dan padisipa
pengamat wajib tunduk pada aturan prosedur yarmppds oleh Konferensi Para Pihak.
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Pasal 20
Sekretariat

1. Suatu Sekretariat dengan ini didirikan.
2. Fungsi Sekretariat adalah:

(a) Menyusun pengaturan untuk sidang Konferensa FRahak dan badan pendukungnya, dan untuk
memberikan mereka pelayanan yang diperlukan;

(b) Memfasilitasi bantuan kepada Para Pihak, khysu$ara Pihak negara berkembang dan Para Pihak
dengan ekonomi dalam transisi, atas permintaaamdpklaksanaan Konvensi ini;

(c) Menjamin koordinasi yang diperlukan dengan stgiat badan internasional lain yang relevan;

(d) Menyiapkan dan menyediakan bagi Para Pihakréapberkala berdasarkan informasi yang diterima
menurut Pasal 15 dan informasi lain yang tersedia;

(e) Memasukkan, berdasarkan pedoman menyeluruh ekemdi Para Pihak, ke dalam pengaturan
administratif dan kontraktual yang dapat disyamatkentuk pelaksanaan tugas secara efektif dari
fungsinya; dan

(f) Melaksanakan fungsi sekretariat lainnya yarigrdukan dalam Konvensi ini dan fungsi serupa kdnn
yang dapat ditentukan oleh Konferensi Para Pihak.

3.  Fungsi sekretariat untuk Konvensi ini wajib B#anakan oleh Direktur Eksekutifnited Nations
Environment Programme, kecuali Konferensi Para Pihak memutuskan, dengmngerempat mayoritas
Para Pihak hadir dan memberikan suara, untuk mesawekan fungsi sekretariat kepada satu atau lebih
organisasi internasional.

Pasal 21
Amendemen atas Konvens

1. Amendemen atas Konvensi ini dapat diusulkan sédiap Pihak.

2. Amendemen atas Konvensi ini wajib diadopsi psdatu sidang Konferensi Para Pihak. Naskah setiap
amendemen yang diusulkan wajib dikomunikasikan #ap®ara Pihak oleh Sekretariat sekurang-
kurangnya enam bulan sebelum sidang pada saat amenddiusulkan untuk diadopsi. Sekretariat wajib
mengkomunikasikan amendemen yang diusulkan kepada genanda tangan Konvensi ini dan, untuk
informasi, kepada depositari.

3. Para Pihak wajib melakukan segala upaya untukcapai persetujuan mengenai amendemen yang
diusulkan atas Konvensi ini melalui konsensus. Mlpafemua upaya untuk konsensus telah dilakukan,
dan tidak ada persetujuan yang dicapai, amendeensebut wajib, sebagai upaya terakhir, diadopsi ole
tiga perempat suara mayoritas Para Pihak yang dadimemberikan suara.

4. Amendemen tersebut wajib dikomunikasikan olelpd3dari kepada semua Pihak untuk ratifikasi,
penerimaan, atau penyetujuan.

5. Ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan dailsamendemen wajib diberitahukan secara tertafiméta
Depositari. Suatu amendemen yang diadopsi sesai(3y wajib mulai berlaku untuk Para Pihak yang
telah menerimanya pada hari kesembilan puluh d$etédmggal penyerahan instrumen ratifikasi,
penerimaan, atau penyetujuan oleh sekurang-kurangige perempat dari Para Pihak. Selanjutnya,
amendemen tersebut wajib mulai berlaku bagi seRitgak pada hari kesembilan puluh setelah tanggal
Pihak tersebut menyerahkan instrumen ratifikashepenaan, atau penyetujuannya atas amendemen
tersebut.
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1.

Pasal 22
Adopsi dan amendemen lampiran

Lampiran atas Konvensi ini merupakan suatu lmagiang tak terpisahkan dan, kecuali secara tegas
ditentukan sebaliknya, suatu acuan atas Konvemsnéanjadi pada waktu bersamaan suatu acuan atas
lampirannya.

Setiap lampiran tambahan wajib dibatasi pademasalahan prosedural, ilmiah, teknis, atau admatibt

Prosedur berikut wajib berlaku untuk usulan, psilodan pemberlakuan dari lampiran tambahan atas
Konvensi ini:

(@) Lampiran tambahan wajib diusulkan dan diters@suai prosedur yang terdapat dalam Pasal 21 ayat
(1), (2), dan (3);

(b) Setiap Pihak yang tidak dapat menerima suatopilan tambahan wajib pula memberitahu
Depositari, secara tertulis, di dalam satu tahyakstanggal penyampaian oleh Depositari dari
adopsi lampiran tambahan tersebut. Depositari wajilpa penundaan memberitahu semua Pihak
setiap notifikasi yang diterima tersebut. SuatwaRitiapat pada setiap saat menarik suatu notifikasi
sebelumnya tentang keberatan atas setiap lampinalmahan, dan lampiran tersebut wajib untuknya
berlaku untuk Pihak tersebut sesuai dengan subkayat (c); dan

(c) Pada batas akhir satu tahun sejak tanggal pggaian adopsi dari suatu lampiran tambahan oleh
depositari, lampiran tersebut wajib mulai berlalntuk semua Pihak yang belum menyampaikan
notifikasi sesuai dengan ketentuan sub-ayat hisuf (

Usulan, adopsi, dan pemberlakuan amendemenLatapiran A, B, atau C wajib dilaksanakan sesuai
prosedur yang sama sebagaimana untuk usulan, adapsipemberlakuan lampiran tambahan atas
Konvensi ini, kecuali bahwa suatu amendemen ataspiran A, B, atau C tidak boleh berlaku yang
berhubungan dengan suatu Pihak yang telah memluadh gernyataan mengenai amendemen atas
lampiran tersebut sesuai dengan Pasal 25 ayatgdy, dalam kasus demikian setiap amendemen tersebut
wajib mulai berlaku untuk suatu Pihak tersebut plaaid kesembilan puluh setelah tanggal penyimpanan
pada depositari atas instrumen ratifikasi, peneaimaenyetujuan, atau aksesinya mengenai amendemen
tersebut.

Prosedur berikut wajib berlaku atas usulan, siddan pemberlakuan suatu amendemen atas Lampjran D
E, atau F:

(@ Amendemen wajib diusulkan menurut prosedurrdd&asal 21 ayat (1) dan (2);

(b) Para Pihak wajib mengambil keputusan mengeamaiusamendemen atas Lampiran D, E, atau F
dengan konsensus; dan

(c) Suatu keputusan untuk mengamendemen LampiraB, @itau F wajib segera dikomunikasikan
kepada Para Pihak oleh depositari. Amendemen tgrsedjib mulai berlaku untuk semua Pihak
pada suatu tanggal yang akan ditentukan dalam ksguit

Jika suatu lampiran tambahan atau suatu amemdatas suatu lampiran berhubungan dengan suatu
amendemen atas Konvensi ini, lampiran tambahan at@ndemen tersebut tidak boleh berlaku hingga
waktu tertentu amendemen atas Konvensi mulai berlak

Pasal 23
Hak memberikan suara

Setiap Pihak atas Konvensi wajib memiliki satara, kecuali ditentukan dalam ayat (2).

Suatu organisasi integrasi ekonomi regional, gaeai permasalahan di dalam kewenangannya, wajib
menggunakan haknya untuk memberikan suara dengsn fumlah suara yang sama dengan jumlah
Negara yang anggotanya merupakan Pihak dari Konvarns Organisasi tersebut tidak boleh
menggunakan haknya untuk memberikan suara jikéh ssdtu Negara anggotanya telah menggunakan
haknya untuk memberikan suara, dan sebaliknya.
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Pasal 24
Tandatangan

Konvensi ini wajib terbuka untuk penandatanganastdckholm oleh semua Negara dan organisasi irgegra
ekonomi regional pada tanggal 23 Mei 2001, dan dikds Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York
dari tanggal 24 Mei 2001 sampai dengan tanggal 22d02.

Pasal 25
Ratifikas, penerimaan, penyetujuan, atau aksesi

1. Konvensi ini memerlukan ratifikasi, penerimaatau penyetujuan oleh Negara dan oleh organisasi
integrasi ekonomi regional. Konvensi ini terbukguknaksesi oleh Negara dan oleh organisasi integras
ekonomi regional sejak hari setelah tanggal Konvémsditutup untuk penandatanganan. Instrumen
ratifikasi, penerimaan, penyetujuan, atau aksesingian kepada depositari.

2. Setiap organisasi integrasi ekonomi regionalgyaenjadi suatu Pihak atas Konvensi ini tanpa patu
Negara anggotanya yang menjadi Pihak terikat desgamruh kewajiban berdasarkan Konvensi. Dalam
hal organisasi yang demikian, satu atau lebih y@gara anggotanya merupakan Pihak atas Konvensi ini
organisasi dan Negara anggotanya wajib menetapkaggting jawabnya masing-masing untuk
pelaksanaan dari kewajibannya berdasarkan Konvédeliam hal demikian, organisasi dan Negara
anggotanya tidak berhak menggunakan hak berdaskkarensi secara bersamaan.

3. Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan, penyetnj atau aksesi, suatu organisasi integrasi ekonom
regional wajib menyatakan lingkup kewenangannyageeai hal yang diatur oleh Konvensi ini. Setiap
organisasi tersebut wajib menginformasikan depositsiapa yang wajib mendapat giliran
menginformasikan Para Pihak dari setiap perubahag kelevan dalam lingkup kewenangan.

4. Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan, penyetnj atau aksesinya, setiap Pihak dapat menyatakan
bahwa, mengenai dokumen tersebut, setiap amendatasrampiran A, B, atau C wajib mulai berlaku
hanya berdasarkan penyimpanan instrumen ratifik@sierimaan, penyetujuan, atau aksesinya mengenai
amendemen tersebut.

Pasal 26
Pemberlakuan

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari kesembifmruh setelah tanggal penyimpanan dari instrumen
kelima puluh ratifikasi, penerimaan, penyetujudayaksesi.

2. Bagi setiap Negara atau organisasi integrasinakd regional yang meratifikasi, menerima, atau
menyetujui Konvensi ini atau mengaksesinya setgahyimpanan instrumen kelimapuluh ratifikasi,
penerimaan, penyetujuan, atau aksesi, Konvensbwajilai berlaku pada hari kesembilanpuluh setelah
tanggal penyimpanan oleh Negara atau organisasgresi ekonomi regional tersebut dari instrumen
ratifikasi, penerimaan, penyetujuan, atau aksesinya

3. Untuk tujuan ayat (1) dan (2), setiap instrurgang disimpan oleh suatu organisasi integrasi ekono

regional tidak akan dihitung sebagai tambahan iastsumen yang disimpan oleh Negara anggota dari
organisasi tersebut.

Pasal 27
Pensyaratan

Tidak ada pensyaratan yang dapat dibuat atas Kenirén
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Pasal 28
Penarikan diri

1. Pada setiap saat setelah tiga tahun sejak takiggeensi ini telah mulai berlaku untuk suatu RihBihak
tersebut dapat menarik diri dari Konvensi dengambrexikan notifikasi tertulis kepada depositari.

2. Setiap penarikan diri mulai berlaku efektif pdiddas akhir satu tahun sejak tanggal penerimatifikasi
penarikan diri oleh depositari, atau pada tanggasudahnya yang dapat ditentukan dalam notifikasi
penarikan diri tersebut.

Pasal 29
Depositari

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsadielgpositari Konvensi ini
Pasal 30
Naskah otentik
Naskah asli Konvensi ini, yang naskahnya dalam $mkfsab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol
adalah sama otentiknya, disimpan pada Sekretartedal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
SEBAGAI BUKTI penandatangan di bawah ini, yang leldiberi kewenangan, telah menandatangani

Konvensi ini.

Dibuat di Stockholm pada hari kedua puluh dua bMan tahun dua ribu satu.
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Lampiran A

PENGHENTIAN
Bagian |
Bahan kimia Kegiatan Pengecualian khusus
Aldrin* Produksi Tidak ada
CAS No: 309-00-2 Penggunaan Ektoparasitisida lokal
Insektisida
Chlordane* Produksi Diizinkan untuk Para Pihak yang
CAS No: 57-74-9 tercantum dalam Daftar
Penggunaan Ektoparasitisida lokal
Insektisida
Termitisida
Termitisida bangunan dan bendungan
Termitisida di jalan-jalan
Zat tambahan pada perekat kayu lapis
Dieldrin* Produksi Tidak ada
CAS No: 60-57-1 Penggunaan dalam pelaksanaan pertanian
Endrin* Produksi Tidak ada
CAS No: 72-20-8 Penggunaan Tidak ada
Heptachlor* Produksi Tidak ada
CAS No: 76-44-8 Penggunaan Termitisida
Termitisida dalam struktur rumah
Termitisida (bawah tanah)
Penanganan kayu
Pada boks kabel bawah tanah
Hexachlorobenzene Produksi Dibolehkan untuk Para Pihak yang
CAS No: 118-74-1 tercantum dalam Daftar
Penggunaan Larutan-antara dalam pestisida- antar.
sistem-tertutup lokasi-terbatas
Mirex* Produksi Dibolehkan untuk Para Pihak yang
CAS No: 2385-85-5 tercantum dalam Daftar
Penggunaan Termitisida
Toxaphene* Produksi Tidak ada
CAS No: 8001-35-2 Penggunaan Tidak ada
Polychlorinated* Produksi Tidak ada
Biphenyl (PCB) Penggunaan Bahan yang digunakan sesuai dengar

ketentuan Bagian Il Lampiran ini
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Catatan:

(i)

(ii)

(i)

(iv)

Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Konvensi irgjuslah bahan kimia yang timbul secara tak
disengaja sebagai faktor pencemar dalam produkbdeang, tidak boleh dianggap menjadi tercantum
dalam Lampiran ini;

Catatan ini tidak boleh dianggap sebagai suatu gmradian khusus produksi dan penggunaan untuk
maksud Pasal 3 ayat (2). Sejumlah bahan kimia y@myul sebagai komponen barang yang
dimanufaktur atau yang telah digunakan sebelum @dda tanggal mulai pemberlakuan kewajiban yang
relevan mengenai bahan kimia tersebut, tidak balédinggap sebagaimana dicantumkan dalam
Lampiran ini, dengan ketentuan bahwa suatu Pihlgh tmemberitahukan kepada Sekretariat bahwa
suatu jenis bahan tertentu tetap digunakan di d&duak tersebut. Sekretariat wajib membuat notsiika
tersebut tersedia secara umum;

Catatan ini, yang tidak berlaku terhadap bahan &igging mempunyai tanda bintang (*) mengikuti
namanya dalam kolom Bahan Kimia dalam Bagian | Lisanpini, tidak boleh dianggap sebagai
pengecualian khusus produksi dan penggunaan unjikt Pasal 3 ayat (2).

Jika cenderung jumlah bahan kimia yang tidak sikgif diperkirakan menjangkau manusia dan
lingkungan hidup selama produksi dan penggunaatu soghan kimia-antara dalam sistem-tertutup
lokasi-terbatas, suatu Pihak, berdasarkan notifikgzada Sekretariat, dapat memperbolehkan produksi
dan penggunaan dari sejumlah bahan kimia yangnentadalam Lampiran ini sebagai suatu sistem-
tertutup lokasi-terbatas antara yang diubah besgglara kimia dalam manufaktur dari bahan kimia lain
yang, dengan mempertimbangkan kriteria dalam Laanp» ayat (1), tidak menunjukkan karakteristik
bahan pencemar organik yang persisten.

Notifikasi ini wajib meliputi informasi mengenaitt produksi dan penggunaan bahan kimia tersebut
atau suatu perkiraan yang wajar dari informasietaus dan informasi mengenai sifat dasar dari grose
sistem-tertutup lokasi-terbatas tersebut yang mgljpmlah dari setiap kontaminasi yang sedikit ggan
tidak berubah bentuk dan tidak disengaja dari baleacemar organik yang persisten—bahan baku dalam
produk akhir. Prosedur ini berlaku kecuali diteramlsebaliknya dalam Lampiran ini.

Sekretariat wajib membuat notifikasi tersebut teigs@intuk Konferensi Para Pihak dan publik. Produks
dan penggunaan tersebut tidak boleh dianggap gwatiuksi atau penggunaan pengecualian khusus.
Produksi dan penggunaan tersebut wajib dihentilketelah periode sepuluh tahun, kecuali Pihak
bersangkutan menyampaikan suatu notifikasi baradeBekretariat, dalam hal periode tersebut akan
diperpanjang untuk satu tambahan sepuluh tahunakeKonferensi Para Pihak, setelah melakukan
peninjauan atas produksi dan penggunaan memutsskatiknya. Prosedur notifikasi dapat diulang;

Seluruh pengecualian khusus dalam Lampiran ini dajlaksanakan oleh Para Pihak yang telah
mendaftarkan pengecualian yang berkaitan dengases@ai Pasal 4 dengan pengecualian penggunaan
polychorinate biphenyl dalam barang dalam penggunaan sesuai ketentuganldagiampiran ini, yang
mungkin dapat dilaksanakan oleh semua Pihak.
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Bagian Il
Polychorinated biphenyl

Setiap Pihak wajib:

(a) Sehubungan dengan penghentian penggur@dychlorinated biphenyl dalam peralatan (misalnya

(b)

()

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

transformator, kapasitor atau wadah lain yang metgiag sediaan cairan) sebelum tahun 2025, tunduk
pada tinjauan Konferensi Para Pihak, mengambildahgesuai prioritas sebagai berikut:

(i) melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mengidemgifikmemberi label, dan menghentikan
penggunaan peralatan yang mengandung lebih dapefgenpolychlorinated biphenyl dan volume
lebih dari 5 liter;

(i) melakukan upaya sungguh-sungguh guna mengidedifikmemberi label, dan menghentikan
penggunaan peralatan yang mengandung lebih ddip&serpolychlorinated biphenyl dan volume
lebih dari 5 liter;

(i) Berusaha keras untuk mengidentifikasi dan mengtanipenggunaan peralatan yang mengandung
lebih dari 0,005%polychlorinated biphenyl dan volume lebih dari 0,05 liter;

Sejalan dengan prioritas dalam sub-ayat huruf f@mpromosikan tindakan di bawah ini untuk
mengurangi paparan dan risiko untuk mengendalikesuggunaamolychlorinated biphenyl:

(i) Penggunaan hanya dalam peralatan yang utuh ddnhat@r serta hanya di tempat yang risikonya
dari pelepasan ke lingkungan dapat diminimalkandipnlihkan secara cepat;

(i) Tidak menggunakan peralatan di tempat yang tertmliemgan produksi dan pengolahan pangan
atau pakan;

(iif) Apabila digunakan dalam area berpenghuni, yangpoelsekolah dan rumah sakit, semua tindakan
wajar untuk melindungi dari gangguan listrik yarapdt menimbulkan kebakaran, dan pemeriksaan
rutin dari kebocoran peralatan;

Tanpa mengurangi maksud Pasal 3 ayat (2), menjabdihwa peralatan yang mengandung
polychlorinated biphenyl, sebagaimana dijelaskan dalam sub-ayat huruf @k tboleh diekspor atau
diimpor kecuali untuk tujuan pengelolaan limbahy&erwawasan lingkungan;

Kecuali untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikédgk diperbolehkan pemulihan untuk tujuan
penggunaan kembali dalam peralatan lain cairan atefkgndungarpolychlorinated biphenyl di atas
0,005 persen;

Menentukan upaya sungguh-sungguh yang dirancangr&ie pengelolaan limbah yang berwawasan
lingkungan dari cairan yang mengandypsaychlorinated biphenyl dan peralatan yang terkontaminasi
denganpolychlorinated biphenyl yang mempunyai kandungan di atas 0,005 persemaiseasal 6 ayat 1,
sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari 2028, slkrmhda peninjauan Konferensi Para Pihak;

Sebagai pengganti catatan (ii) dalam Bagian | Laanpini, berusaha keras mengidentifikasi barang lai
yang mengandung lebih dari 0,005 pengelychlorinated biphenyl (misalnya bungkus kabel, kapur bebas
debu dan benda berlapis cat) dan mengelolanyaistengan Pasal 6 ayat (1);.

Menyediakan suatu laporan tiap lima tahun mengé&eanajuan dalam penghentigolychlorinated
biphenyl dan menyampaikannya kepada Konferensi Para Pikakimut Pasal 15;

Laporan sebagaimana dijelaskan dalam sub-ayat fgirufajib, apabila mungkin, dipertimbangkan oleh
Konferensi Para Pihak dalam peninjauannya sehulbudgaganpolychlorinated biphenyl. Konferensi
Para Pihak wajib meninjau kemajuan yang menuju lpemganpolychlorinated biphenyl jangka waktu
lima tahun atau periode lain, sebagaimana layakigagan mempertimbangkan laporan tersebut.
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Lampiran B

PEMBATASAN
Bagian |

Bahan kimia Kegiatan Tujuan yang dapat diterima ata
pengecualian khusus

DDT (1,1,1,-trichloro-2,2-bis | Produksi Tujuan yang dapat diterima:
(4-chloropehnyl ethane) Penggunaan pengendalian vektor penyakit
CAS No: 50-29-3 sesuai dengan Bagian Il Lampiran ini
Pengecualian khusus:

Produk antara pada produlicofol
antara

Penggunaan Tujuan yang dapat diterima:

Pengendalian vektor penyakit sesuai
dengan Bagian Il Lampiran ini

Pengecualian khusus:
Produk antara pada produksi dicofol

Produk antara

Catatan:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Konvensi, jumlah bahan kimia yang menimbulkan bahan
pencemar ringan yang tak disengaja dalam produk daang tidak boleh dipertimbangkan untuk
dicantumkan dalam Lampiran ini;

Catatan ini tidak boleh dianggap sebagai suatuyiidian tujuan penggunaan yang dapat diterima atau
pengecualian khusus untuk tujuan Pasal 3 ayatJ(@jlah bahan kimia yang muncul sebagai bagian
pokok dari bahan manufaktur atau yang telah diganaebelum atau pada tanggal mulai berlakunya
suatu kewajiban mengenai bahan kimia tersebuk tidéeh dipertimbangkan untuk dicantumkan dalam

Lampiran ini, dengan ketentuan suatu Pihak telamipegitahu Sekretariat bahwa suatu jenis bahan
tertentu masih dalam penggunaan Pihak tersebutetaeiat wajib membuat notifikasi tersebut tersedia

secara umum;

Catatan ini tidak boleh dianggap sebagai suatuyisiddan penggunaan pengecualian khusus untuk
tujuan dari Pasal 3 ayat (2). Jika cenderung tmdk bahan kimia yang signifikan yang diperkirakan
menjangkau manusia dan lingkungan hidup selamaugsbdian penggunaan bahan kimia antara dalam
sistem-tertutup lokasi-terbatas, suatu Pihak, Isamtan notifikasi kepada Sekretariat, dapat
memperbolehkan produksi dan penggunaan bahan kim@a yang tercantum dalam Lampiran ini
sebagai suatu sistem-tertutup lokasi-terbatas gacgra kimia berubah dalam manufaktur dari bahan
kimia lain yang, dengan mempertimbangkan kriteddach Lampiran D ayat 1, tidak menunjukkan
karakteristik bahan pencemar organik yang persisten

Notifikasi ini wajib meliputi informasi mengenaita produksi dan penggunaan bahan kimia tersebut
atau suatu perkiraan yang wajar dari informasietaus dan informasi mengenai sifat dasar dari jgrose
sistem-tertutup lokasi-terbatas tersebut yang mgljpmlah dari setiap kontaminasi yang sedikit ggan
tidak berubah bentuk dan tidak disengaja dari baleacemar organik yang persisten—bahan baku dalam
produk akhir. Prosedur ini berlaku kecuali diteramlsebaliknya dalam Lampiran ini.

Sekretariat wajib membuat notifikasi tersebut tdigeintuk Konferensi Para Pihak dan publik. Produks
dan penggunaan tersebut tidak boleh dianggap gwatiuksi atau penggunaan pengecualian khusus.
Produksi dan penggunaan tersebut wajib dihentiletelah periode sepuluh tahun, kecuali Pihak
bersangkutan menyampaikan suatu notifikasi baradeSekretariat, dalam hal periode tersebut akan
diperpanjang untuk satu tambahan sepuluh tahunakeKonferensi Para Pihak, setelah melakukan
peninjauan atas produksi dan penggunaan memutgsketiknya. Prosedur notifikasi dapat diulang;

Seluruh pengecualian khusus dalam Lampirandapat dilaksanakan oleh Para Pihak yang telah
mendaftarkan pengecualian yang berkaitan dengasesuami Pasal 4.
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(631

Bagian Il
DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl ethane)

Produksi dan penggunaan DDT wajib dihentikan kécbabi Para Pihak yang telah memberitahu
Sekretariat maksudnya memproduksi dan/atau menggonaahan tersebut. Suatu Daftar DDT dengan
ini ditetapkan dan wajib tersedia bagi publik. &t&riat wajib memelihara Daftar DDT tersebut.

Setiap Pihak yang memproduksi dan/atau menggun&kam wajib membatasi produksi dan/atau
penggunaannya untuk pengendalian terhadap vekbolpgpea penyakit sesuai rekomendasi dan pedoman
dari Organisasi Kesehatan Dunia mengenai penggubBdndan dalam hal alternatif yang aman, efektif
dan terjangkau di daerah setempat tidak tersedjaRibak bersangkutan.

Dalam hal bahwa suatu Pihak yang tidak tercantuand®aftar DDT menentukan bahwa Pihak tersebut
memerlukan DDT untuk mengendalikan vektor pembagrayakit, Pihak tersebut wajib memberitahukan
kepada Sekretariat sesegera mungkin agar namatgabdihkan segera ke dalam daftar DDT. Pihak
tersebut wajib pada saat yang bersamaan membéddalarganisasi Kesehatan Dunia.

Setiap tiga tahun, setiap Pihak yang menggunakam @Bjib menyampaikan kepada Sekretariat dan
Organisasi Kesehatan Dunia informasi mengenai jurBIBT yang digunakan, kondisi penggunaannya
dan relevansinya dengan strategi pengelolaan perdakPihak tersebut, dengan suatu format yamgak
diputuskan oleh Konferensi Para Pihak dalam koasuttengan Organisasi Kesehatan Dunia.

. Dengan tujuan mengurangi dan menghentikan padangikhpenggunaan DDT, Konferensi Para Pihak
wajib mendorong:

(a) Setiap Pihak yang menggunakan DDT untuk mengemlasngdln melaksanakan suatu rencana aksi
sebagai bagian dari rencana pelaksanaan yangulitentialam Pasal 7. Rencana aksi tersebut wajib
meliputi:

(i) Pengembangan mekanisme pengaturan dan mekanisnge Igan untuk menjamin bahwa
penggunaan DDT dibatasi untuk pengendalian veldorgawa penyakit;

(i) Penerapan produk, metode, dan strategi alternati) \sesuai, yang meliputi strategi pengelolaan
resistensi untuk menjamin keefektifan alternati$édut;

(iii) Tindakan untuk memperkuat pelayanan kesehatanmtak mengurangi timbulnya penyakit.

(b) Para Pihak, di dalam kemampuannya, mempromosikaelipan dan pengembangan produk, metode,
dan strategi bahan kimia dan nonkimia alternatifgyaman untuk Para Pihak yang menggunakan DDT,
relevan dengan kondisi negara tersebut dan dengaant yang meringankan beban ekonomi dan
manusia dari penyakit. Faktor yang dipromosikarnkketempertimbangkan alternatif atau kombinasi
alternatif wajib meliputi risiko kesehatan manusian implikasi lingkungan hidup dari alternatif
tersebut. Alternatif yang layak untuk DDT wajib mieeni risiko lebih ringan terhadap kesehatan
manusia dan lingkungan hidup, yang sesuai bagigretajian penyakit berdasarkan kondisi dalam Para
Pihak yang bersangkutan dan didukung dengan datargauan.

Dengan bermula pada sidang pertama, dan sekuraaggaya setiap tiga tahun setelah itu, Konferensi
Para Pihak wajib, dalam konsultasi dengan Organksasehatan Dunia, mengevaluasi kebutuhan yang
berlanjut akan DDT untuk pengendalian vektor pensdbaenyakit berdasarkan informasi ilmiah, teknis,
lingkungan hidup, dan ekonomi yang tersedia, yaatiputi:

(a) Produksi dan penggunaan DDT serta kondisi yanguikan dalam ayat 2;

(b) Ketersediaan, kesesuaian, dan penerapan altegeragidap DDT; dan
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(c) Kemajuan dalam memperkuat kemampuan negara untulditbesecara aman pada kepercayaan
mengenai alternatif tersebut.

7. Suatu Pihak dapat, pada setiap saat, menarik kemdrabnya dari Daftar DDT dengan notifikasi teguli

kepada Sekretariat. Penarikan diri wajib berlakek&f pada tanggal yang ditentukan dalam notifikasi
tersebut.

75



Lampiran C

PRODUKSI TAK DISENGAJA

Bagian |: Bahan pencemar organik yang persisteq yamduk pada persyaratan Pasal 5

Lampiran ini berlaku bagi bahan pencemar organikgypersisten di bawah ini ketika terbentuk darefes
secara tak disengaja dari sumber antropogenik:

Bahan Kimia

Polychlorinated dibenzo-p-dioxin dan dibenzofuré@€DD/PCDF)
Hexachlorobenzene (HCB) (CAS No: 118-74-1)
Polychlorinated biphenyl (PCB)

Bagian |l: Kategori sumber

Polychlorinated Dibenzo-p-dioxin dan Dibenzofurans, Hexachlorobenzene, dan Polychlorinated Biphenyl
adalah yang secara tak disengaja terbentuk dapéeridari proses termal yang melibatkan bahan ikrgan
klorin sebagai akibat pembakaran atau reaksi kiaieg tidak sempurna. Kategori sumber industri divdda
ini memiliki potensi untuk pembentukan dan pelepagang terhitung tinggi dari bahan kimia tersebet k
lingkungan hidup:

(&) Insinerator limbah, yang meliputi insinerator bensauntuk limbah kota, limbah berbahaya atau limbah
medis, atawntuk lumpur-limbabh;

(b) Tungku semen untuk membakar limbah berbahaya;

(c) Produksi bubur kertas yang menggunakan u@uorine atau bahan kimia yang menghasilkan unsur
Chlorine untuk pemutih;

(d) Proses termal berikut ini dapat ditemui dalam itdllsgam:
() Produksi tembaga sekunder;
(i) Tanur pencampur pada industri besi dan baja;
(i) Produksi alumunium sekunder;

(iv) Produksi seng sekunder.

Bagian |lI: Kategori sumber

Polychlorinated Dibenzo-p-dioxin dan Dbenzofurans, Hexachlorobenzene danPolychlorinated Biphenyl dapat
juga terbentuk dan terlepas secara tak disengajfiaagori sumber berikut ini, yang meliputi:

(a) pembakaran limbah terbuka, yang meliputi pembakdrévkasi pembuangan;

(b) Proses termal dalam industri logam yang tidak didetn dalam Bagian I,

(c) Sumber pembakaran di permukiman;

(d) Penggunaan bahan bakar fosil dan ketel industri;

(e) Instalasi pembakaran untuk kayu dan bahan bakardsisa lainnya;

76



() Proses produksi bahan kimia tertentu yang melepablean pencemar organik yang persisten yang
terbentuk secara tak disengaja, khususnya prodinksiophenol danChloranil;

(g) Tempat kremasi;

(h) Kendaraan bermotor, khususnya kendaraan dengarggenaln bensin bertimbal;

(i) Pembusukan bangkai hewan;

(i) Pencelupan tekstil dan kulit (deng@hloranil) dan penyelesaian akhir (dengan ekstrakeiline);
(k) Pabrik penghancur untuk kendaraan yang tak terpakai

() Pembakaran kabel tembaga;

(m) Penyulingan minyak limbah.

Bagian IV: Definisi

1. Untuk maksud Lampiran ini:

(a) “Poalychlorinated Biphenyl” berarti senyawa aromatik yang terbentuk sedemikigpa sehingga atom
Hidrogen pada molekuBiphenyl (dua cincin benzena disatukan oleh satu ikatarbd@r dapat
digantikan sampai dengan 10 at@morine; dan

(b) “Polychlorinated Dibenzo-p-dioxin” dan “Polychlorinated Dibenzofurans’ adalah trisiklik, senyawa
aromatik yang terbentuk oleh dua cinddenzena yang diikat dengan dua atom Oksigen dalam
Polychlorinated Dibenzo-p-dioxin dan oleh satu atom Oksigen serta satu pengikabdfapada
Polychlorinated Dibenofurans, dan atom Hidrogen yang dapat digantikan oleh saoigngan delapan
atomChlorin.

2. Dalam Lampiran ini, kadar racun senya®alychlorinated Dibenzo-p-dioxin dan Dibenzofurans dilihat
dengan menggunakan konsep ekivalensi racun yangukenpergerakan racun bahan mibpoxin dari
jenis Polychlorinated Dibenzo-p-dioxin dan Dibenzofurans yang berbeda da@oplanar Polychlorinated
Biphenyl diperbandingkan denga®,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin. Besarnya nilai faktor ekivalensi
racun yang harus digunakan untuk maksud Konvemsia#jib sesuai dengan standar internasional yang
diterima, dimulai dengan standar nilai ekivalerssiun mamalia Organisasi Kesehatan Dunia tahun 1998
untuk PRolychlorinated Dibenzo-p-dioxin dan Dibenzofurans serta Coplanar Polychlorinated Biphenyl.
Konsentrasi dilihat pada nilai ekivalensi racun.

Bagian V: Pedoman umum mengenai teknik terbaik yarsgdia dan praktek lingkungan hidup terbaik

Bagian ini mengatur pedoman umum bagi Para Pihalgemai pencegahan atau pengurangan pelepasan bahan
kimia yang tercantum dalam Bagian I.

A. Tindakan pencegahan umum berkaitan dengan té&rbikik yang tersedia dan praktek lingkungan hidup
terbaik

Prioritas wajib diberikan pada pertimbangan atasdpkatan untuk mencegah pembentukan dan pelepasan
bahan kimia yang tercantum dalam Bagian |. Tindakarg bermanfaat dapat meliputi:

(a) Penggunaan teknologi rendah limbabh;
(b) Penggunaan bahan yang kurang berbahaya;

(c) Promosi pemulihan dan pendaurulangan limbah sattarbyang dihasilkan dan digunakan dalam suatu
proses;
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(d) Penggantian bahan pakan yang merupakan bahan pemosganik yang persiten atau dalam hal terdapat
kaitan langsung antara bahan tersebut dengan palegzmhan pencemar organik yang persisten dari
sumber;

(e) Pengelolaan kerumahtanggaan yang baik dan progeamliharaan pencegahan;

(N Perbaikan pengelolaan limbah dengan tujuan penigimeptaktek pembakaran limbah secara terbuka dan
pembakaran limbah lainnya yang tidak terkendalngyaneliputi pembakaran di lokasi pembuangan.
Dalam mempertimbangkan usulan untuk membangun itéssilpembuangan limbah yang baru,
pertimbangan harus diberikan untuk alternatif segexgiatan untuk meminimalkan produksi limbah
perkotaan dan limbah medis, yang meliputi pemulilkamber, pemanfaatan kembali, daur ulang,
pemisahan limbah, dan mempromosikan produk yangghasilkan limbah yang sedikit. Berdasarkan
pendekatan ini, masalah kesehatan masyarakat dipersimbangkan secara hati-hati;

() Meminimalkan bahan kimia ini sebagai pencemar dadeoduk;

(h) Menghindari unsu€hlorine atau bahan kimia yang menghasilkan ur@horine untuk pemutih.

B. Teknik terbaik yang tersedia

Konsep teknik terbaik yang tersedia tidak dimaksumd&ebagai perintah tentang teknik atau teknottgmtu,
tetapi dengan mempertimbangkan karakteristik tekwsitalasi bersangkutan, lokasi geografisnya, darisi-
lingkungan setempat. Teknik pengendalian yang tepattk menurunkan pelepasan bahan kimia yang
tercantum dalam Bagian | pada umumnya sama. Dalanemtukan teknik terbaik yang tersedia, pertimbanga
khusus harus diberikan, secara umum atau kasusukhterhadap faktor di bawah ini, dengan mengingat
kemungkinan biaya dan manfaat yang dapat diambilsimtu tindakan dan pertimbangan kehati-hatian da
pencegahan:

(a) Pertimbangan umum:
() Sifat, pengaruh, dan jumlah dari pelepasan: tettapat bervariasi tergantung pada besaran sumber;
(i) Tanggal pengujian untuk instalasi baru atau yalag a
(i)  Waktu yang dibutuhkan untuk memperkenalkan tekaikaik yang tersedia;
(iv) Konsumsi dan sifat bahan baku yang digunakan dptasses dan tingkat efisiensi energinya;

(v) Kebutuhan untuk mencegah atau menurunkan hinggianom dampak keseluruhan dari pelepasan
ke lingkungan hidup dan risiko terhadapnya;

(vi) Kebutuhan untuk mencegah kecelakaan dan umhdminimalkan konsekuensinya terhadap
lingkungan hidup;

(vii) Kebutuhan untuk menjamin kesehatan dan kesafan kerja di tempat kerja;

(viii) Proses yang dapat dibandingkan, fasilitaauametode pelaksanaan yang telah berhasil didi pa
skala industri;

(ix) Kemajuan dan perubahan teknologi dalam petigetn ilmiah dan pemahaman.

(b) Tindakan umum pengurangan pelepasan: apabila mémpangkan usulan untuk membangun fasilitas
baru atau memaodifikasi secara signifikan fasilitasg ada dengan menggunakan proses yang melepaskan
bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran ini, ipgréangan prioritas harus diberikan untuk proses,
teknik, atau praktik alternatif yang memiliki kesaam manfaat, tetapi yang menghindari pembentukan
dan pelepasan bahan kimia tersebut. Dalam hal @irfesilitas tersebut akan dibangun atau diubahraeca
signifikan, di samping tindakan pencegahan yanghiitkan dalam Bagian V seksi A, tindakan
pengurangan berikut ini dapat juga dipertimbangkalam menentukan teknik terbaik yang tersedia:
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(i) menggunakan metode yang diperbaiki untuk pesiban gas-asap seperti oksidasi termal atau
katalistik, pengendapan, atau penghisapan debu;

(i) Penanganan residu, limbah cair, limbah, dan lunipiyah, misalnya, penanganan termal atau
membuatnya netral, atau dengan proses kimia unauighilangkan sifat racunnya,;

(i) Perubahan proses yang mengarah ke penurunan atgheptian pelepasan, seperti beralih kepada
sistem tertutup;

(iv) Modifikasi rancangan proses untuk memperbaikiesispembakaran dan mencegah pembentukan
bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran ini, tnel@engendalian parameter seperti temperatur
pembakaran atau waktu tinggal.

C. Praktik lingkungan hidup terbaik

Konferensi Para Pihak dapat mengembangkan pedozhabsngan dengan praktik lingkungan hidup terbaik.
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Lampiran D

PERSYARATAN INFORMASI DAN PENYELEKSIAN KRITERIA

1. Suatu Pihak yang menyampaikan suatu usulan untukcanéumkan suatu bahan kimia dalam Lampiran A,
B, dan/atau C wajib mengidentifikasi bahan kimiesébut dengan cara yang dijelaskan dalam sub-ayat
huruf (a) dan memberikan informasi tentang bahameitersebut dan perubahan produknya yang relevan,
mengenai penyeleksian kriteria yang ditentukanrdaab-ayat huruf (b) sampai huruf (e):

(a) Identitas bahan kimia:

(i) Nama, yang meliputi nama atau nama-nama daganga retau nama-nama komersial dan
sinonimnya, nomor Regist&hemical Abstracts Service (CAS), namdnternational Union of Pure
and Applied Chemistry (IUPAC); dan

(ii) Struktur, yang meliputi spesifikaisomer, yang dapat diterapkan, dan struktur kelas bamaiak
(b) Persisten:

(i) Bukti bahwa waktu paruh bahan kimia dalam air lett#ri dua bulan, atau yang waktu paruh
dalam tanah lebih dari enam bulan, atau yang wa&tuh dalam endapan lebih dari enam bulan;
atau

(i) Bukti bahwa bahan kimia tersebut sebaliknya cukuprsipten untuk membenarkan
pertimbangannya dengan lingkup Konvensi ini;

(c) Bio-akumulasi:

(i) Bukti bahwa faktor bio-konsentrasi atau faktor hlatmulasi dalam spesies air untuk bahan kimia
lebih besar dari 5.000, atau dalam hal tidak adatata tentang hal itu, yang nillig Kow-nya
lebih dari 5;

(i) Bukti bahwa suatu bahan kimia yang ada menjadiaaldain untuk timbulnya kekhawatiran,
seperti bio-akumulasi yang tinggi dalam spesies, lingginya kadar racun atau kadar racun
lingkungan; atau

(iif) Data pemantauan biota menunjukkan bahwa potensikhimulasi bahan kimia cukup untuk dapat
dipertimbangkan di dalam lingkup Konvensi ini;

(d) Potensi pengangkutan lingkungan jarak jauh:

(i) Tingkat terukur bahan kimia di lokasi yang jauhidamber pelepasannya yang berpotensi untuk
diperhatikan;

(ii) Data hasil pemantauan yang menunjukkan bahwa pgkgem lingkungan hidup jarak jauh dari
bahan kimia tersebut, yang berpotensi bagi perpamd&e suatu lingkungan penerima, mungkin
terjadi melalui udara, air atau lewat spesies hewignasi; atau

(iii) Sifat keberadaan dalam lingkungan hidup dan/atail hodel yang menunjukkan bahwa bahan
kimia berpotensi bagi perpindahan lingkungan higiasak jauh melalui udara, air, atau jenis
spesies berpindah, dengan potensi berpindah kkulvggan hidup penerima di lokasi yang jauh
dari sumber pelepasannya. Untuk suatu bahan ki yoanyak berpindah secara signifikan
melalui udara, maka waktu paruhnya dalam udarastliggan lebih dari dua hari; dan
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(e) Dampak buruk:

(i) Bukti dampak buruk terhadap kesehatan manusia lidgkungan hidup yang membenarkan
pertimbangan bahan kimia di dalam lingkup Konvémisiatau

(i) Data tentang kadar racun atau kadar racun lingkungeng menunjukan potensi merusak
kesehatan manusia atau terhadap lingkungan hidup.

. Pihak yang mengusulkan wajib memberikan pernyataamgenai alasan atas kekhawatiran, yang meliputi,
apabila layak, data perbandingan kadar racun adarkacun lingkungan disertai data dengan tingkag
ditemukan atau diperkirakan dari suatu bahan kiargg dihasilkan atau yang diantisipasi dari pergivach
lingkungan jarak jauhnya, dan suatu pernyataarkaingang menyatakan perlunya pengawasan pada skala
global.

. Pihak yang mengusulkan wajib, sedapat mungkin dangah mempertimbangkan kemampuannya,
memberikan informasi tambahan untuk mendukung penmm atas usulan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 8 ayat (6) Konvensi ini. Dalam mengembangisutan tersebut, suatu Pihak dapat meminta bantuan
keahlian teknis dari setiap sumber.
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Lampiran E

PERSYARATAN INFORMASI PROFIL RISIKO

Tujuan peninjauan adalah untuk mengevaluasi apdiaian kimia kemungkinan besar, sebagai akibat
perpindahan lingkungan jarak jauhnya, mengarah d@pdampak merugikan yang signifikan terhadap
kesehatan manusia dan/atau lingkungan hidup, sgdiagatu aksi global sangat diperlukan. Untuk méksu
tersebut, suatu profil risiko wajib dikembangkam déabarkan lebih lanjut, dan mengevaluasi, infasityang
dimaksud dalam Lampiran D dan, sedapat mungkinpotejenis-jenis informasi berikut ini;
(&) Sumber, selayaknya meliputi:

(i) Data produksi, yang meliputi jumlah dan lokasi;

(i) Penggunaan; dan

(iif) Pelepasan bahan, seperti pembuangan, penghiladeyaemisi;

(b) Penilaian bahaya untuk titik akhir atau titik-titdkhir kritis, yang meliputi suatu pertimbangarenaksi
toksikologis yang melibatkan berbagai bahan kimia;

(c) Sifat keberadaan lingkungan hidup, yang meliputadian informasi mengenai sifat kimiawi dan fisik
suatu bahan kimia serta persistensinya dan bagaifmanan kimia tersebut terkait dengan perpindahan
lingkungan hidupnya, pemindahan di dalam dan dirarkompartemen, degradasi, dan perubahan bentuk
lingkungan hidup dengan bahan kimia lain. Suatueptran faktor bio-konsentrasi atau faktor bio-
akumulasi berdasarkan nilai yang terukur, wajitsadra, kecuali apabila data pemantauan dibenarkan
untuk memenuhi kebutuhan ini.

(d) Data pemantauan;

(e) Paparan di wilayah setempat dan, secara khususgaetuatu akibat dari perpindahan lingkungan jarak
jauh, dan yang meliputi informasi tentang ketesadisecara biologis;

() Evaluasi, penilaian atau profil risiko nasional daternasional dan informasi pelabelan dan klaagik
bahaya, apabila tersedia; dan

(g) Status bahan kimia berdasarkan konvensi-konveteshiasional.
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Lampiran F

INFORMASI MENGENAI PERTIMBANGAN SOSIAL-EKONOMI

Suatu evaluasi harus dilaksanakan mengenai tindpkagendalian yang memungkinan untuk bahan kimia
berdasarkan pertimbangan untuk pemasukan ke datameidsi ini, yang mengarahkan rentang penuh pilihan
yang meliputi pengelolaan dan penghentian.

Untuk maksud ini, informasi yang relevan harusedian yang berkaitan dengan pertimbangan sosial-
ekonomi yang dihubungkan dengan tindakan pengemdafiang dimungkinkan untuk membuat suatu
keputusan dapat diambil oleh Konferensi Para Pihak.

Informasi tersebut harus mencerminkan secara lapatkk membedakan kemampuan dan kondisi antar-Para
Pihak dan harus meliputi pertimbangan tentang dafta indikasi barang berikut ini:

(a) Efektifitas dan efisiensi tindakan pengendalian gyamemungkinkan dalam memenuhi tujuan
pengurangan risiko:
(i) Kelayakan teknis; dan

(i) Biaya, yang meliputi biaya lingkungan hiduprdeesehatan;

(b)  Alternatif (produk dan proses):
0] Kelayakan teknis
)] Biaya, yang meliputi biaya kesehatan dan lingkurfgdop;
(i)  Efisiensi;
(i)  Risiko;
(iv) Ketersediaan; dan
(v)  Aksesibilitas;
(c) Dampak positif dan/atau negatif terhadap masyardkat pelaksanaan tindakan pengendalian yang
memungkinkan:
0] Kesehatan, yang meliputi kesehatan masyarakakuimgan hidup, dan kerja;
0] Pertanian, yang meliputi budi daya air dan kehutana
(i)  Biota (keanekaragaman hayati);
(i)  Aspek ekonomi;
(iv) Gerakan menuju pembangunan berkelanjutan; dan
(v) Biaya sosial;
(d) Limbah dan implikasi pembuangan (khususnya stokigiga yang tidak dipakai dan pembersihan lokasi
yang terkontaminasi):
0] Kelayakan teknis; dan
(i)  Biaya;
(e) Akses terhadap informasi dan pendidikan masyarakat;

(H Status kapasitas pengendalian dan pemantauan; dan

(g) Setiap kegiatan pengendalian nasional dan intemalsyang diambil, yang meliputi informasi mengenai
alternatif, dan informasi pengelolaan risiko laiargang relevan.
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